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Bab: Jaminan Penyewa Dan Pihak Yang
Menyewakan

Asy-Syirazi# berkata: Apabila barang vang
disewakan rusak di tangan penyewa bukan karena
tindakannya, maka dia tidak wajib menggantinya,
karena ia barang yang diterima untuk digunakan
manfaatnya. Jadi, dia tidak menggantinya dengan
adanya serah-terima. Barang ini seperti istri yang
berada di bawah kewenangan suami, dan kebun kurma
vang buahnya telah dibeli.

Apabila barang ini rusak karena tindakan
penyewa, di sini terdapat beberapa pertimbangan; Jika
kerusakan ini terjadi tanpa unsur kekerasan seperti
memukul hewan tunggangan dan memacunya dengan
tali kekang agar berjalan lebih baik, maka dia tidak
wajib menggantinya. Sebab, barang ini rusak akibat
tindakan yang wajar, seperti binatang yang mati saat
melahirkan anaknya.

Jika barang sewaan ini rusak akibat kekerasan,
seperti pemukulan yang tidak diperlukan, penyewa
wajib menggantinya, karena dia telah melakukan
penganiayaan terhadap aset pihak lain.
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Pasal: Apabila seseorang menyewa hewan
tunggangan sampai suatu tempat, ternyata tempat
terlewat lalu hewan itu mati, dalam kasus ini terdapat
tinjauan. Jika pemilik hewan ini tidak bersama
penyewa, pihak penyewa harus menyerahkan nilai
taksiran tertinggi terhitung dari melewati tempat yang
dituju hingga ia mati. Sebab, penyewa menanggung
hewan tunggangan ini dengan kewenangan di saat
melewati tempat tujuan, jadi dia seperti orang yang
meng-ghashab.

Jika pemilik hewan tunggangan ini turut bersama
peminjam, maka dia tidak wajib menggantinya, karena
penyewa menjamin hewan tersebut dengan
kewenangan. Penyewa terbebas dari jaminan setelah
mengembalikan hewan itu pada pemiliknya, sama
seperti barang vang di-ghashab ketika telah
dikembalikan pada tuannya.

Apabila hewan tunggangan ini mati ketika
berjalan dan dikendarai, penyewa wajib menggantinya,
karena ia mati dalam kondisi diperlakukan kasar.
Mengenai besaran ganti yang mesti diserahkan terdapat
dua pendapat.

Pertama, penyewa wajib membayar setengah
harga hewan tersebut, karena ia mati dari pihak yang
dijamin dan tidak dijamin. Karena itu, pengganti hewan
ini dibebankan pada dua pihak, setengah-setengah.
Demikian ini sama seperti kasus hewan tunggangan
yang mati akibat luka oleh penyewa dan luka oleh
pemiliknya.
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Kedua, harga hewan ini dibagi dalam dua
perjalanan. Biaya yang menjadi kompensasi perjalanan
vang ditentukan dalam jjarah, gugur; sedangkan biaya
vang menjadi kompensasi dari kelebihan jarak, wajib
dibayarkan. Sebab, sangat mungkin membagi nilai
hewan ini sesuai ukuran keduanya menjadi satu bagian,
mengacu pada dua pendapat tentang kasus eksekutor
ketika mencambuk pria yang menuduh zina sebanyak
81 cambukan, lalu terhukum mati.

Apabila dua orang menyewa seekor hewan
tunggangan dengan biaya ditanggung bersama, lalu
orang ketiga ikut membonceng bersama mereka tanpa
izin, sehingga hewan ini mati, dalam kasus ini terdapat
tiga wajh.

Pertama, orang ketiga yang ikut membonceng
wajib membayar setengah harga hewan tersebut,
karena ia mati oleh pihak yang dijamin dan yang tidak
dijamin.

Kedua, orang ketiga harus membayar sepertiga
nilai hewan tunggangan ini, karena bobot tiga orang
pria ini tidak bisa ditimbang, karena itu ganti hewan ini
dibagi rata pada jumlah mereka.

Ketiga, pengganti hewan dibagi rata sesuai bobot
tiga orang ini. Orang yang membonceng harus
mengganti sesuai bobotnya, karena dalam kasus ini
denda hewan sangat mungkin dibebankan sesuai bobot
masing-masing.
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Pasal: Apabila seseorang menyewa barang,
mempergunakan, dan menahannya hingga rusak,
terdapat beberapa tinjauan.

Apabila penahanan ini dilakukan karena alasan
tertentu, penyewa tidak wajib mengganti barang
tersebut, karena aset sewaan merupakan amanat di
tangan penyewa. Artinya, penyewa tidak waijib
mengganti barang akibat penahanan dengan alasan,
seperti barang titipan.

Jika penahanan tersebut dilakukan tanpa alasan,
jika kita berpendapat bahwa tidak ada pengembalian
barang sebelum ditagih, penyewa juga tidak wajib
mengganti barang tersebut, sama seperti barang titipan
sebelum ditagih. Tetapi, jika kita berpendapat, wajib
mengembalikannya, penyewa harus mengganti barang B
tersebut, seperti barang titipan setelah ditagih
pemiliknya.

Pasal: Apabila barang yang disewa rusak (atau
mati) ketika dipergunakan, di sini terdapat beberapa
tinjauan. '

‘Apabila kerusakan ini akibat kesembronoan
penyewa, misalnya menyewa alat pemanggang rofi, lalu
penyewa menyalakan api terlalu besar, atau meletakkan
alat itu sebelum waktunya, atau membiarkannya
terpanggang api hingga terbakar, penyewa wajib
menggantinya, karena alat ini rusak akibat
kesalahannya.
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Jika seseorang menyewa guru untuk mengajar -

anak kecil, lalu guru itu memukul anak tersebut hingga
meninggal, maka guru ini harus bertanggung jawab,
karena bisa saja ia mengajar si anak tanpa
memukulnya. Ketika dia menggunakan pukulan saat
mendidik si anak, berarti dia telah teledor, sehingga
harus membayar diyat.

Apabila barang sewaan rusak bukan karena
tindakan sembrono, di sini juga terdapat beberapa
tinjauan. Jika pekerjaan ini terkait dengan aset yang
disewakan; misalnya, pemilik rumah memanggil pekerja
ke rumahnya untuk melakukan suatu pekerjaan, atau
bekerja di toko pengguna jasa dan penyewa berada
hadir di lokasi, atau menggunakan jasa orang untuk
mengangkut sesuatu didampingi pemiliknya, maka dia
tidak wajib menggantinya. Sebab, kewenangan
pemiliknya ada pada aset tersebut, sehingga penyewa
tidak boleh menggantinya tanpa didasari tindak
kejahatan.

Sebaliknya, jika pekerjaan ada pada kewenangan
pihak pekerja tanpa kehadiran pengguna jasa, di sini
terdapat beberapa tinjauan. Apabila pekerja bertugas
secara lepas: bekerja untuk pengguna jasa dan pihak
lain, seperti jasa pemotong kain yang mengerjakan
order dari siapa saja, dan pelaut yang mengangkut
barang milik setiap orang, di sini terdapat dua
pendapat.

Pertama, dia wajib mengganti barang yang rusak,
sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan Asy-Sya’bi
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dari Anas &, dia berkata, “Seseorang memintaku untuk

mengangkut barang dagangannya, lalu barang tersebut

hilang di antara barang-barangku. Umar bin Al
Khaththab & menggantinya.”

Diriwayatkan dari Khallas bin Amr bahwa Ali
menjamin pekerja.

Bersumber dari Ja’far bin Muhammad dari
ayahnya, dari Ali Karamallahu Wajhah, bahwa beliau
menjamin para tukang celup dan pengrajin perhiasan.
Beliau mengatakan, “Manusia tidak akan tampil
menawan tanpa pekerjaan ini.”

Selain itu, penyewa telah menerima barang untuk
dimanfaatkan bukan untuk dimiliki, jadi ketika barang
ini rusak, ia menggantinya seperti peminjam.

Kedua, penyewa tidak wajib mengganti. Ini
pendapat Al Muzani. Pendapat ini shahih.

Ar-Rabi’ mengatakan, Asy-Syafi’i & berpendapat
bahwa pekerja tidak wajib mengganti barang yang
rusak. Akan tetapi, beliau tidak menfatwakan pendapat
ini, karena kondisi moral masyarakat kita yang bobrok.
Dalil pernyataan beliau, penyewa menerima barang
untuk dimanfaatkan olehnya dan sang pemilik,
karenanya dia tidak menggantinya, seperti pihak yang
menjalin akad mudharabah.

Apabila pekerja seorang diri yang bekerja untuk
orang lain, para sahabat kami berbeda pendapat
menanggapi masalah ini. Di antara mereka ada yang
menyatakan, dia seperti pekerja lepas. Demikian
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pendapat vyang telah dinash. Asy-Syafi’i ®
mengemukakan, bahwa para pekerja itu semuanya
sama, karenanya dua jenis pekerja ini saling berkaitan.
Sebab, pekerja memiliki kewenangan sendiri sehingga
mirip dengan pekerja lepas.

Di antara sahabat juga ada yang berpendapat,
bahwa menurut satu pendapat, pekerja tidak
menanggung jaminan, karena dia bekerja sendirian,
sehingga mirip dengan orang vang bekerja di rumah
pengguna jasa.

Apabila kita berpendapat, pekerja bersifat
amanah lalu melakukan tindakan yang melampaui batas
sehingga barang tersebut rusak, maka dia wajib
mengganti dengan harga tertinggi terhitung mulai dari
bertindak gegabah sampai barang tersebut rusak.
Pekerja wajib mengganti akibat tindakan tersebut, sama
seperti peng-ghashab.

Jika kita berpendapat, pekerja menjamin barang
vang sedang digarapnya. Maka dia harus membayar
harga tertinggi terhitung mulai dari penerimaan barang
sampai terjadi kerusakan, seperti peng-ghashab.

Di antara sahabat kami ada yang berpendapat,
dia harus membayar harga barang tersebut sesuai harga
saat terjadi kerusakan, seperti peminjam dan tidak
dikenai apapun.
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Pasal: Apabila pekerja melakukan sebagian atau
seluruh pekerjaan kemudian barang garapannya rusak,
di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila pekerjaan ini terkait dengan aset pihak
pengguna jasa atau dilakukan di hadapannya, dia
berhak menerima imbalan, karena barang itu berada di
bawah kewenangannya. Setiap kali pekerja menggarap
sesuatu, maka dia menjadi pihak yang menerima
pesanan.

Jika pekerja berada di bawah kewenangan
pengguna jasa —jika kita berpendapat pekerja pastilah
amanah— dia tidak berhak menerima imbalan, karena
dia belum bekerja dengan baik. Sebaliknya, jika
pengguna jasa berkata, “Tolong potong gamis ini
supaya cukup?” Pekerja menjawab, “Ya!” “Potonglah!”
Lalu, dia memotongnya, namun tidak cukup dikenakan,
maka dalam kasus ini pekerja tidak waijib
menggantinya, karena dia memotong gamis tersebut
atas izin yang mutlak.

Penjelasan: Afsar Khallas bin Amr dan dalil penguatnya,
atsar Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya,
diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i. Dia menyatakan, Ibrahim bin Abu
Yahya mengabarkan keterangan ini pada kami dari Ja'far bin
Muhammad dari ayahnya bahwa Ali memberi jaminan sosial
kepada tukang cuci dan tukang celup pakaian. Dia berkata,
“Seseorang tidak akan tampil menawan tanpa jasa mereka.”
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Al Hafizh dalam At-Talkhish menyatakan: Al Baihagi
meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Ali dengan sanad yang
dha “if Asy-Syafi'i menyatakan, “Perlu diperhatikan, ahli hadits
tidak menetapkan hadits seperti ini.” Beliau kemudian

menyebutkan periwayatnya yaitu Ja’'far bin Muhammad, namun
tidak memberikan ulasan.

Al Baihaqi meriwayatkan afsar Khallas bin Amr, bahwa Ali
memberi jaminan para pekerja. Sementara afsar Umar tentang
penjaminan pekerja diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad
yang munqathi darinya, bahwa “Umar memberi jaminan pada para
tukang celup pakaian.”

Hukum pasal:

Penyewaan hewan yang tidak didampingi oleh pemiliknya,
wajib mendapat jaminan penuh dari pihak penyewa. Jika pemilik
mendampinginya, lalu hewan tersebut mati di bawah kewenangan
sang pemilik, penyewa tidak wajib mengganti, karena ia mati di
tangan pemiliknya. Kasus ini mirip dengan hewan tunggangan
yang mati setelah tindakan yang malampaui batas berlalu.

Jika hewan tersebut mati di tangan pengendara, dalam hal
ini terdapat dua pendapat:

Pertama, pengendara wajib membayar separuh harganya,
karena ia mati atas tindakan yang dijamin dan tidak dijamin, sama
seperti hewan yang mati karena dilukai oleh pengendara dan
pemiliknya.

Kedua, harga barang ini dibagi dua. Biaya yang menjadi
kompensasi perjalanan yang ditentukan dalam jiarah, gugur; dan
sisanya wajib dibayar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Abu
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Hanifah, beliau menyatakan, “Orang yang menyewa unta untuk
mengangkut 9 barang, lalu penyewa justru memuat 10 barang,

hingga unta ini mati, maka penyewa wajib mengganti sepersepuluh
harga unta tersebut.”

Perbedaan wajib-tidaknya pembayaran harga barang secara
penuh terjadi dalam kasus unta sewaan yang dikendarai pemilik
dan pengendara, atau ia mati di tangan pemiliknya.

Apabila unta tersebut mati ketika penyewa bertindak
sembrono, dan pemiliknya tidak mendampingi pengendara, di sini
tidak terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban mengganti
dengan harga penuh. Sebab, unta ini mati di tangan orang yang
bertindak melampui batas, jadi dia wajib menggantinya seperti
barang yang di-ghashab.

Begitu halnya jika unta ini mati di bawah kewenangan
pengendara atau karena muatan yang dibawanya, sementara
pemilik mendampinginya. Alasannya, kewenangan ada di tangan
penunggang dan pemilik muatan, dengan alasan jika mereka
bersengketa soal hewan tunggangan salah satunya; pengendaranya
atau unta tersebut berisi muatan sedang yang lain memegang
kendalinya, maka unta tersebut milik pengendara dan pemilik
muatan.

Alasan lain, pengendara telah bertindak melampaui batas
dengan mengangkut muatan yang melebihi batas dan sikap diam
pemilik unta tidak menggugurkan jaminan. Hal ini sama dengan
kasus orang yang mefnpersilakan orang lain untuk duduk, lalu
pakaiannya terbakar, namun dia diam. Di samping itu, jika unta itu
mati akibat kelelahan, penjaminan dibebankan pada pihak yang
bertindak melampaui batas (pengendara atau pemilik muatan). Ini
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sama seperti orang yang melempar batu ke dalam perahu hingga
bocor dan akhimya tenggelam.

Adapun jika unta ini mati di tangan pemiliknya setelah
pengendara turun darinya, dalam kasus ini ada beberapatinjauan.
Jika penyebab kematiannya karena terlalu kelelahan membawa
beban dan perjalanan, solusi hukumnya sama seperti kasus unta
yang mati karena membawa beban dan penumpang.

Jika unta ini mati akibat faktor lain seperti serangan hewan
buas atau terjerembab dalam lubang dan sebagainya, penyewa
tidak dikenai kewajiban mengganti, karena kematiannya bukan
karena tindakan melampaui batas bukan pula karena tindak
kekerasan.

Para sahabat Ahmad berbeda pendapat soal pemberian
jaminan. Zhahir pemyataan Al Khiragi menyatakan kewajiban
membayar harga unta yang mati tersebut, baik mati karena
kelebihan beban atau terlalu jauh menempuh perjalanan, baik
pemilik mendampingi penyewa maupun tidak menyertainya.
Demikian ini pesan zhahir madzhab tujuh orang ahli figih Madinah,
sebagaimana diriwayatkan oleh Al Atsram berikut sanadnya dari
Abu Az-Zinad.

Abu Az-Zinad mengungkapkan, seringkali para ulama
berbeda pendapat tentang sesuatu lalu kami mengambil pendapat
mayoritas dan pendapat yang paling utama. Walhasi/, pendapat
yang kami pahami dari para ulama terkait kasus ini, yaitu: Orang
yang menyewa hewan tunggangan sampai ke suatu negeri,
kemudian dia terlewat sampai di negeri yang lain, rincian kasusnya
sebagai berikut.
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Apabila hewan tunggangan ini selamat dalam seluruh
perjalanan tersebut, penyewa wajib membayar sewa perjalanan
vang dituju dan perjalanan berikutnya. Jika hewan ini mati karena
tindakan melampui batas, penyewa menggantinya dan membayar
sewa vang telah berlangsung. Ini pendapat Asy-Syafi’i, Al Hakam,
Ibnu Syibramah, dan Ahmad.

Al Qadhi dari kalangan Hanabilah berpendapat, bahwa
apabila penyewa telah turun dari hewan tunggangan dan
menyerahkannnya pada pemilik untuk dikandangkan atau diberi
minum, lalu hewan itu mati, penyewa tidak wajib mengganti. Lain
halnya jika hewan tunggangan mati, sedang penyewa masih
mengendarainya atau membebani muatan, maka dia wajib
menggantinya.

Abu Al Khaththab dari kalangan Hanabilah juga
berpendapat, apabila kewenangan ada di tangan pemilik hewan
tesebut, sangat mungkin penyewa dibebani seluruh harga hewan
ini dan mungkin juga hanya wajib membayar setengah harga.

Menurut kami, pendapat yang kami kutip dari Asy-
Svafi'i & tentang memukul dan mamacu hewan tunggangan di
depan vang tercantum dalam penjelasan beberapa pasal ini sudah
cukup dari penjelasan madzhab

Asy-Svafi’i juga menvatakan dalam /lkhtilaf Al Iragiyyin,
ketika seseorang menyewa hewan tunggangan sampai suatu
tempat, temyata tempat ini terlewat dan sampai ke daerah lain, dia
wajib- membayar sewa sampai tempat yang dituju, berikut sewa
kelebihan jarak tersebut. Jika penyewa rela, dia wajib membayar
biaya sewa dari tempat yang diridhainya berikut nilai unta tersebut.
Keterangan ini tercantum dalam kitab jarah.
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Asy-Syafi'i & mengemukakan, para pekerja seluruhnya
sama. Apabila sesuatu yang ada di bawah kewenangan mereka
rusak bukan karena tindak kekerasan, maka dia hanya dikenai
salah satu dari dua hal berikut ini:

Pertama, setiap orang yang menyewa sesuatu harus
menjaminkannya. Dia harus mengembalikan barang ini dalam
keadaan baik, atau menggantinya jika rusak, atau menambah
kekurangannya.

Orang yang sependapat dengan pernyataan di atas,
sebatknya argumen vyang dikemukakan adalah: Orang vang
amanah vaitu orang yang Anda beri dan Anda ridha dengan sikap
amanahnya. Dia tidak memberikan imbalan atas sesuatu yang
Anda berikan padanya. Pemberian imbalan pada orang ini untuk
membedakan orang biasa dan orang bersifat amanah vyang
mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya tanpa upah.

Bisa juga dikatakan, pekerja tidak dikenai denda sama
sekali dari perspektif bahwa hanya pihak yang melakukan tindakan
malampaui batas saja yang dikenai denda. Jadi, dia mengambil
sesuatu bukan miliknya atau mengambil manfaatnya, bisa jadi
karena kewenangan untuk merusaknya, seperti orang yang
mengambil pesanan, ternyata barang pesanan ini bagian dari
asetnya. Jadi, dia boleh menafkahnya dan mengembalikan barang
yang sama.

Kedua, kondisi ini merupakan kekurangan pihak yang
memesan dan peminjam, atau tampa pinjaman di dalamnva.
Pengrajin dan pekerja tidak masuk dalam kategori ini, karenanya
mereka tidak dikenai denda sama sekali, kecuali tindak kekerasan,
sama seperti penerima titipan wajib mengganti barang titipan yang
rusak akibat keteledorannya.
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Dalam masalah ini aku tidak menemukan Sunnah dan atsar
vang shahih menurut ahli hadits yang bersumber dari sahabat
Rasulullah €. Diriwayatkan satu keterangan dari Umar dan Ali
tentang kasus ini, namun tidak dinilai shahih oleh ahli hadits.

Seandainya hadits tersebut benar bersumber dari Umar dan
Ali, maka orang yang men-shahiirkannya harus memberi jaminan
pada buruh dan pekerja, siapa pun mereka. Pekerja seseorang
secara personal mendapatkan jaminan, begitu juga pekerja lepas,
buruh yang bertugas menjaga, melindungi, dan kuli barang, dan
pengrajin produk tertentu.

Sebab, jika Umar menjamin para pengrajin, penjaminan ini
hanya punya satu pengertian vaitu jaminan diberikan karena
mereka menerima komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Jadi, setiap orang yang menarik imbalan dari pekerjaannya
dikategorikan sebagai pekerja.

Apabila Ali # memberi jaminan kepada para tukang
potong kain dan tukang celup pakaian, tentu begitu juga terhadap
seluruh pengrajin dan setiap orang vang menarik imbalan dari
pekerjaannya.

Secara bahasa, “penggembala” disebut orang vyang
pekerjaannya menggembala; “kuli panggul” orang vang
pekerjaannya membawakan barang orang lain. Akan tetapi,
terdapat infomasi yang shahih dari sebagian tabiin, seperti yang
aku kemukakan di depan, tentang penjaminan atau mengabaikan
penjaminan.

Siapa saja yang menjamin pekerja dalam segala kondisi,
dan pekerja mengalami berbagai hal seperti yang telah aku
sebutkan seperti dia diminta untuk memanggul barang,
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mengerjakan sesuatu di rumahnya atau di rumah orang lain,
sementara pengguna jasa atau wakilnya ada di tempat tersebut
yang bertugas mengawasi, lalu pekerja merusak aset pengguna
jasa dengan cara apapun yang menyebabkan kerusakan; jika ini
terjadi bukan karena tindak kekerasan, maka baik pengrajin
maupun pekerja tidak dikenai jaminan. Begitu juga jika barang
tersebut rusak oleh tindakan kriminal pihak lain, dia tidak dikenai
kewajiban mengganti. Penjaminan dibebankan pada pelaku
kriminal.

Cabang: Apabila pekerja atau buruh meninggalkan
pekerjaan yang menjadi kewajibannya tanpa alasan, lalu barang
vang disewakan rusak, maka dia wajib menggantinya.

Pekerja dapat dibagi dua macam: Pekerja khusus dan
pekerja lepas. Pekerja khusus yaitu orang yang dikontrak oleh
suatu akad dalam jangka waktu tertentu di mana pengguna jasa
berhak memanfaatkan jasanya selama rentang waktu tersebut.
Misalnya, orang yang dipekerjakan untuk membantu, mendirikan
bangunan, membangun tembok, atau menggembala ternak selama
sehari atau sebelumnya, maka ia dinamakan buruh khusus. Sebab,
pengguna jasa berhak mempekerjakan buruh ini secara khusus
untuk dirinya dalam jangka waktu tersebut, tidak boleh digunakan

Pekerja lepas (musytarak) yaitu orang yang memperoleh
akad kontrak untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti menjahit
pakaian, membangun pagar, mengangkut barang ke tempat
tertentu, atau untuk melakukan satu pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu di mana pengguna jasa tidak berhak mempekerjakannya
secara penuh, seperti dokter mata dan tabib.
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Pekerja seperti ini dinamakan “pekerja lepas” karena dia
menerima pekerjaan dari dua, tiga, atau lebih pengguna jasa,
karena mereka sama-sama memanfaatkan keahliannya.

Pekerja lepas menjamin kerusakan barang yang diakibatkan
oleh tindakan ceroboh, kecuali jika pengguna jasa ada di tempat
praktik pekerja di saat menjalankan tugasnya. Jadi, kewenangan
nya ada di tangan pengguna jasa. Artinya, dia sama seperti pekerja
khusus yang tidak menjamin pekerjaannya atas kerusakan yang
bukan diakibatkan tindak kekerasan. Dia berhak menerima
imbalan atas pekerjaannya.

Ketika pekerja seperti ini mengerjakan sesuatu, maka dia
menjadi pihak yang menerima pesanan. '

Malik sependapat dengan para sahabat kami. Ahmad
mengemukakan, dalam masalah ini. tidak ada bedanya antara
barang miliknya atau milik penyewa, baik pengguna jasa
mendampingi pekerja maupun tidak berada di tempat. Demikian
ini digiyaskan dengan dokter dan tukang sunat, ketika melakukan
malpraktik terhadap pasiennya, mereka wajib menjaminnya.

Adapun pekerja khusus vaitu orang yang disewa untuk
mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak
menanggung jaminan, selama tidak bertindak sembrono. Ahmad
mengemukakan dalam riwayat Mahni mengenai kasus orang yang
memerintahkan budak-budaknya untuk menakar bumbu untuk
seseorang. Tiba-tiba takaran kati terlepas dari tangannya dan jatuh
hingga pecah, orang ini tidak wajib menggantinya.

Jika ditanyakan, “Bukankah dia sama seperti tukang
potong kain?” Jawabannya, “Tidak, tukang potong kain, termasuk
pekerja lepas.” Ditanyakan lagi, “Bagaimana dengan orang yang
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mempekerjakan orang lain untuk membajak lahan dengan sapi,
lalu alat bajaknya patah?” Jawabannya, “Dia tidak wajib
menggantinya.”

Demikian ini zhahir madzhab Asy-Syafi’i, madzhab Malik,
Abu Hanifah, dan para sahabatnya. Asy-Syafi’i memiliki pendapat
vang lain bahwa seluruh pekerja mendapat jaminan. Pendapat
pertama adalah pendapat yang lebih jelas.

Ar-Rabi’ menyatakan, “Ini madzhab Asy-Syafi'i sekalipun
beliau tidak memubahkannya. Keterangan tersebut diriwayatkan
dari Atha, Thawus, dan Zafr, karena ia barang yang diserahkan
dengan akad jarah, sehingga tidak menjadi barang yang dijamin,
seperti barang yang disewakan.”

Kerusakan yang disebabkan oleh keteledoran tukang roti
yang boros menggunakan api, meletakkan adonan sebelum tempat
pemanggang disiapkan, setelah dibubuhi ragi secukupnya, atau
membiarkan adonan dalam oven setelah waktunya diangkat hingga
gosong, seluruh tindakan ini dikenai jaminan.

Cabang: Jaminan Dokter

Apabila dokter membius pasien tanpa menguji tingkat
alerginya terhadap obat-obat anestesi, sehingga pasien meninggal,
maka dokter menjamin tindakan tersebut. Kasus ini sama seperti
dokter yang memberikan pil pinisiin pada pasien, padahal
tubuhnya tidak dapat menerima pinisilin, hingga akhimya
meninggal.
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Seharunya sebelum melakukan tindakan anestesi, dokter
menguji obat tersebut pada permukaan kulit pasien. Jika bagian
kulit yang ditetesi obat tersebut memerah atau bengkak, dapat
diketahui bahwa tubuh pasien tidak dapat menerima obat tersebut.

Begitu halnya apabila dokter membedah mata seorang
pasien, sementara tekanan darah pasien sangat tinggi, sehingga
mengakibatkan pasien kehilangan penglihatannya, atau bahkan
meninggal dunia, maka dokter wajib menjaminnya. Sebab, dalam
prosedur operasi, dokter tidak boleh melakukan tindakan bedah
sebelum tekanan darah pasien normal.

Walhasil, seluruh akibat negatif yang ditimbulkan oleh
tindakan ceroboh dan kurang cermat dikenai jaminan. Seorang
dokter ahli tidak dikenai jaminan selama tidak melakukan
malpraktik, misalnya seperti tindakan memotong bagian tubuh
yang tidak semestinya dipotong atau lupa meninggalkan alat bedah
dalam perut pasien. Contohnya seperti eksekutor yang memotong
tangan pencuri di mana bagian yang terpotong melebihi ketentuan
semestinya, maka dia dikenai jaminan. Wallahu a lam.

Cabang: Apabila seseorang menyerahkan kain kepada
tukang jahit seraya berkata, “Kalau kain ini cukup dibuat gamis,
silakan jahit.” Tukang jahit memotong bahan itu menjadi gamis,
namun ternyata tidak cukup, maka dia wajib mengantinya.

Jika pengguna jasa berkata, “Lihatlah kain ini, apakah
cukup untuk membuatkan sebuah gamis untukku?” Penjahit
menjawab, “Ya!” Lalu pengguna berkata, “Potonglah!” Penjahit
lalu memotong kain tersebut, namun ternyata tidak cukup untuk
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membuat gamis, maka dia tidak wajib mengganti. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ahmad dan Ashabur Ra vi

Abu Tsaur mengemukakan, bahwa dalam dua kasus di atas
tukang jahit tidak dibebani jaminan, karena seandainya dia
melakukan penipuan pada kasus pertama, tentu dia pun akan

menipu pengguna jasa pada kasus kedua. Demikian keterangan
Ibnu Qudamah dalam A/ Mughni.

Dalilnya, pada kasus pertama pengguna jasa mengizinkan
penjahit untuk memotong kain tersebut dengan syarat cukup untuk
dibuat gamis. Penjahit lantas memotongnya tanpa memperhatikan
syaratnya. Sementara pada kasus kedua, pengguna jasa
mengizinkan penjahit untuk memotong bahan tanpa syarat. Jadi,
dua kasus ini berbeda.

Pada kasus pertama, penjahit tidak menjamin tindakannya,
karena dia dikelabui pengguna jasa, bahkan tidak ada izin untuk
memotong bahan tersebut. Sebab, izin pemotongan bahan
diberikan degan syarat cukup untuk dibuat gamis. Jadi, ia bukanlah
izin, ketika syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Lain halnya
dengan kasus kedua. Wallahu a’lam.

Cabang: Penjaminan perusahaan asuransi terhadap harta
dari kebakaran, pencurian, dan banjir diberlakukan di banyak
negara. Penjaminan tersebut diaplikasikan dalam beragam akad
jaminan bagi para pemilik kendaraan, kapal laut, dan pesawat.
Seluruh penumpang moda transportasi secara otomatis telah
diasuransikan. ‘ |

Seluruh akad ini dipatuhi, tidak ada pilihan bagi warga
negara untuk menolaknya. Ulasan tentang asuransi dan ragamnya
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telah disampaikan pada Kitab Syirkah, sedang mengenai syarikat
termuat dalam bab Qiradh.

*hk

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Para sahabat kami
berbeda pendapat tentang retribusi yang dipungut oleh
penjaga toilet umum, apakah ia harga air atau imbalan
masuk, timba, dan penitipan pakaian.

Di antara sahabat kami ada yang berpendapat,
retribusi tersebut biaya penggunaan air. Jadi, penjaga
toilet umum menjaga pakaian dan meminjamkan timba
tanpa pamrih. Oleh sebab itu, jika pakaian yang
dititipkan rusak, penjaga tidak menjaminnya. Namun,
pengguna toilet umum harus mengganti timba yang
rusak.

Sebagian sahabat lain mengemukakan, retribusi
ini biaya masuk toilet, timba, dan penitipan pakaian.
Karena itu, pengguna toilet tidak menjamin timba yang
rusak, karena dia menjadi penyewa. Lalu, apakah
penjaga toilet ini wajib mengganti pakaian pengguna
yang rusak? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat,
karena dia pekerja lepas.

Pasal: Apabila seseorang menyewa orang lain
untuk menghajikannya, lalu dia mengenakan parfum
atau mengenakan pakaian dalam kondisi ihram, maka
petugas jasa haji wajib mengeluarkan fidyah. Sebab,
tindakan tersebut dikategorikan “kejahatan” yang tidak
dizinkan, sehingga wajib membayar denda.
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Demikian ini sama seperti kasus orang yang
menyewa orang lain untuk membelikan pakaian, lalu
dia membeli pakaian itu kemudian membakarnya.

Jika petugas jasa haji merusak hajinya, ihram
tersebut untuk dirinya, karena sesuatu yang rusak tidak
dizinkan. Jadi, penggunaan jasa ini masih mengikat
para pihak. Sama seperti orang yang mewakilkan
kepada orang lain untuk membeli budak laki-laki, tetapi
dia justru membeli budak perempuan.

‘Apabila akad menghajikan ini berlangsung pada
tahun ini, akad tersebut fasakh, karena objek yang
diakadkan telah hilang. Tetapi, jika akad menghajikan
ini dalam tanggungan, pengguna jasa berhak khiyar
karena haknya telah terabaikan. |

Apabila seseorang menggunakan jasa orang lain
untuk menghajikannya dari miqat, lalu dia melakukan
ihram dari miqat yang lain, maka dia tidak dikenai
kewajiban apapun. Sebab, miqat telah dinash dan
mempunyai hukum yang sama, sekalipun migat yang
satu lebih jauh dari yang lain. Jika dia meninggalkan
satu miqat pindah ke miqgat yang lain, di sini tidak
terjadi kekurangan yang mengharuskan penggantian.

Apabila petugas jasa haji berihram tidak dari
miqat, maka dia harus membayar dam, karena telah
meninggalkan ihram dari tempat yang - semestinya
digunakan untuk ihram. Jadi, dia harus membayar dam,
sama seperti kasus meninggalkan ihram dari migat
~ dalam haji untuk dirinya.
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Apabila seseorang menggunakan jasa haji untuk
berihram dari daerahnya, lalu dia berihram sebelum
memasuki daerah tersebut, petugas harus membayar
dam. Sebab, petugas wajib melaksanakan ihram yang
dimaksud lewat akad ijarah, jadi sama seperti kewajiban
haji untuk dirinya berdasarkan syara atau nadzar, lalu
dia meninggalkannya.

Apakah petugas jasa haji harus mengembalikan
sebagian biaya? Asy-Syafi’i mengemukakan dalam Qaul/
Qadim, dia mesti menyembelih dam dan hajinya
sempurna.

Asy-Syafi’i berpendapat dalam A/ Umm, bahwa
petugas harus mengembalikan sebagian biaya sesuai
rukun yang ditinggalkan. Di antara sahabat kami ada
yang berpendapat, bahwa dia wajib mengembalikan
biaya tersebut, menurut satu pendapat. Statemen yang
dikemukakan oleh Asy-Svyafi’i dalam Qau/ Qadim
berbunyi, dalam masalah ini tidak terdapat nash bahwa
petugas jasa haji tidak wajib mengembalikan biaya.

Sebagian sahabat berpendapat, di sini terdapat
dua pendapat. Ini pendapat yang shahih.

Pertama, dia tidak harus mengembalikan biaya
jasa haji, karena kekurangan yang terjadi di dalam
ihram telah ditutupi oleh dam. Jadi, dia seolah tidak
meninggalkan apapun.

Kedua, petugas harus mengembalikan biaya

karena telah meninggalkan sebagian amalan yang
dipekerjakan. Jadi, dia harus mengembalikan gantinya.

22 || 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Sama halnya orang yang disewa untuk membangun 10
dzira, lalu dia membangun 9 dzira. Oleh karena itu, dia
harus mengembalikan apa yang telah dilakukan dalam
hajinya dari miqat dan haji dari tempat dia memulai
ihram.

Apabila seseorang menyewanya untuk berihram
haji dari miqat, lalu dia berihram umrah dari miqat
untuk dirinya, kemudian berihram haji atas nama
penyewanya dari Makkah, maka dia harus membayar
dam, karena meninggalkan miqat. Apakah dia harus
mengembalikan biaya sesuai rukun yang ditinggalnya?
Menurut keterangan yang kami paparkan tadi terdapat
dua riwayat.

Apabila kita berpendapat petugas jasa haji harus
mengembalikannya, di sini terdapat dua pendapat. Asy-
Syafi’i mengemukakan dalam A/ Umm, bahwa dia harus
mengembalikan selisih biaya kira-kira antara haji dari
miqat dan haji dari Makkah. Sebab, haji dimulai dengan
ihram, dan segala aktivitas sebelum ihram bukan bagian
dari amaliah haiji.

Asy-Syafi’i berkomentar dalam Al Imla’, bahwa
petugas jasa haji harus mengembalikan selisih harga
antara haji dari negerinya dan haji dari Makkah. Sebab,
imbalan yang diberikan ini sebagai kompensasi dari
perjalanan dan manasik haji, sedang dia menjadikan
perjalanan haji ini untuk dirinya. Berbeda halnya
dengan masalah sebelumnya, karena di sini dia
melakukan perjalanan untuk pengguna jasa, dan dia
meninggalkan miqat.
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Apabila seseorang menyewanya untuk berhaii,
lalu menghajikannya dan meninggalkan lontar jumrah
atau mabit, maka dia wajib membayar dam, seperti
kewajiban yang sama untuk hajinya. Apakah dia harus
mengembalikan biaya sesuai bagiannya? Tanggapannya
sama dengan keterangan kami tentang orang vang
meninggalkan ihram dari miqat.

Penjelasan: Pemanfaatan toilet atau kamar mandi tidak
hanya berhenti pada keberadaan air. Tetapi, dituntut juga
tersedianya fasilitas sanitasi dan sirkulasi udara dan cahaya yang
baik.

Segala peralatan yang diperlukan untuk memanfaatkan
kamar mandi seperti tali, timba, dan kerekan menjadi tanggung
jawab penvewa.

Apabila dalam proses pemanfaatan penyewa membutuhkan
kebersihan tempat penyimpanan dan saluran air, ini tanggung
jawab pihak yang menyewakan. Apabila saluran ini penuh oleh
tindakan  penyewa, maka dia bertanggung  jawab

mengosongkannya. Demikian menurut madzhab Asy-Syafi'i dan
Ahmad &.

Abu Tsaur berpendapat, bahwa tugas pembersihan tempat
barang dan saluran air dibebankan pada pemilik rumah, karena
dengan itulah penyewa dapat menggunakan rumah tersebut. Jadi,
mirip dengan kasus seandainya seseorang menyewa rumah,
sedang dia dalam kondisi penuh dengan perabotan.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa menurut giyas tanggung
jawab ini ada di tangan penyewa, namun dari segi istihsan dia
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dibebankan pada pemilik rumah, karena itu sudah menjadi
kebiasaan.

Ketika jjarah telah berakhir, dan di kamar mandi ditemukan
sampah akibat perbuatan penyewa, maka dia wajib
membersihkannya. Ini menurut madzhab Asy-Syafi’i, Abu Tsaur,
dan ashabur ra vi.

Asy-Syams Ar-Ramli mengatakan, bahwa memang benar
masuk toilet umum dengan membayar retrebusi diperbolehkan
berdasarkan ijma, sekalipun lama penggunaannya dan lain-lainnya
tidak diketahui. Akan tetapi, retrebusi ini sebagai kompensasi dari
penggunaan peralatan, bukan harga air. Karena itu, alat untuk
menimba air tidak menjadi jaminan pengguna toilet; dan pakaian
pengguna tidak dijamin oleh penjaga toilet ketika dia
menitipkannya.

Dalam akad sewa rumah tidak wajib menjelaskan apa yang
akan penyewa lakukan di dalam rumah seperti menjadikannya
sebagai tempat tinggal dan tempat menaruh barang, karena sudah
sangat lazim. Jadi, akad sewa rumah berlaku sebagaimana
lazimnya tempat tinggal, dan tidak perlu disyaratkan jumlah orang
vang akan tinggal di dalamnya, karena cukup dengan kebiasaan
yang berlaku.

Cabang: Apabila seseorang menyewa orang lain untuk
menghajikan dirinya, lalu dia melakukan perbuatan ' yang
mewajibkan  fidyah, seperti menggunakan parfum dan
mengenakan pakaian berjahit ketika ihram, maka fidyah ini diambil
dari harta petugas jasa haji.
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Apabila petugas jasa haji merusak amafiah haji, maka dia
wajib mengulanginya dan harus membayar fidyah yang diambilkan
dari hartanya. Selanjutnya, membiarkan amaliah yang rusak dan
mengadhanya. Demikian ini pendapat yang diputuskan ke-shahih-
annya oleh jumhur, dan disebutkan secara zhahir dalam beberapa
nash Asy-Syafi'i.

Di sini terdapat pendapat lain, bahwa petugas jasa haiji
tidak wajib mengulang, tidak merusak, dan tidak wajib
mengqadhanya, justru haji tersebut tetap sah dan terlaksana bagi
pihak pengguna jasa haji. Sebab, ibadah itu dilakukan untuk
pengguna jasa, sehingga tidak dapat dirusak oleh tindakan pihak
lain. Pendapat serupa dikemukakan oleh Al Muzani. Akan tetapi,
pendapat madzhab adalah yang pertama.

Asy-Syafi’i & mengemukakan, kewajiban petugas jasa haji
adalah berihram dari migat yang wajib menurut syara’ atau
disyaratkan dalam akad. Apabila berihram dari miqat, berarti dia
telah melaksanakan kewajiban. Jika berihram dari tempat sebelum
migat, maka dia telah menambah kebaikan, sebagaimana
dikemukakan oleh Abu Hamid Al Isfarayini dan lainnya.

Adapun jika pekerja jasa haji beralih dari migat yang
mu 'taar ke jalur lain seperti migat yang mu’tabar atau daerah yang
lebih dekat Makkah, di sini terdapat dua riwayat. Pendapat yang
paling shahih, yang dinash dalam A/ Umm dan diputuskan oleh Al
Banadniji dan jumhur adalah, tidak masalah.

Al Qadhi Husain, Al Baghawi, dan lainnya meriwayatkan
dalam masalah ini terdapat dua wajh yang telah disampaikan oleh
An-Nawawi dalam Kitab Haji. Pertama, vang paling shahih,
pekerja jasa haji tidak dikenai apapun, karena dia menempati
posisi miqat yang mu'fabar. Kedua, dia sama seperti orang yang
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meninggalkan migat dan berihram sesudahnya. Pendapat kedua ini
diperhitungkan sebagai syarat penentuan tempat.

Adapun jika dua belah pihak sepakat untuk menentukan
tempat yang lain sebagai miqat, di sini terdapat rincian hukum.
Apabila tempat tersebut lebih dekat ke Makkah daripada miqat
yang syar’i, syarat tersebut rusak yang dapat merusak Jjarah,
karena orang yang hendak melaksanakan manasik tidak boleh
melewati migat tanpa berihram.

Jika tempat yang disepakati lebih jauh seperti di daerah
keluarga pengguna jasa haji, maka pekerja jasa haji harus berihram
dari sana untuk memenuhi syarat.

Apabila pekerja jasa haji melewati tempat dimaksud
kemudian dia berikhtiar, apakah dia harus membayar dam? Dalam
hal ini terdapat dua wajh. Pertama, vang paling shahih,
sebagaimana dinash oleh Asy-Syafi'i, pekerja jasa haji harus
membayar dam, karena telah melewati migat yang disyaratkan,
sehingga statusnya sama dengan orang yang melewati migat syar’i.
Kedua, dia tidak dikenai dam. Apabila kita berpendapat, tidak
dikenai kewajiban dam, maka ia wajib mengurangi sebagian
komisi.

Svaikh Abu Hamid dan para sahabat mengemukakan,
bahwa apabila seseorang meninggalkan nusuk haji seperti mabit
dan thawaf wada’, maka tidak dikenai dam. Apabila kita
berpendapat, tidak ada dam ketika meninggalkan dua perkara ini,
maka pekerja jasa haji harus mengembalikan sebagian biaya
dengan perhitungan yang adil. Ulama tidak berbeda pendapat
dalam masalah ini.
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Jika pekerja jasa haji harus membayar dam karena
melanggar larangan seperti mengenakan pakaian berjahit, pena,
dan menggunakan wewangian ketika ihram, imbalan yang diterima
tidak dipotong sedikit pun. Ulama sepakat soal ini. Al Ghazali dan
lainnya mengutip kesepakatan ini.

Apabila  seseorang menyewa  seseorang  untuk
melaksanakan haji giran, menggabung haji dan umrah, terkadang
ia mematuhi kesepakatan dan kadang melenceng darinya. Apabila
pekerja mematuhi kontrak kerja, siapakah yang wajib menanggung
dam haji giran? Ada dua wajh terkait pertanyaan ini.

Pendapat vang paling shahih, dam ditanggung oleh
pengguna jasa. Apabila kedua belah pihak mensyaratkan dam
pada pihak pekerja, Asy-Syafi'i menegaskan akan batalnya jarah,
karena ia telah menggabungkan antara objek yang tidak jelas
sifatnya, yaitu dam, dan jiarah.

Apabila kita berpendapat dengan pendapat yang paling
shahih, dam tersebut dibebankan kepada pekerja jasa haiji. Jika dia
dalam kondisi kesulitan, dia wajib berpuasa selama tiga hari dalam
masa haji. Sebab, orang yang berada dalam aktivitas haji —dari
dua belah pihak ini— yaitu pekerja jasa haji, sementara pengguna
jasa wajib membayar biaya jasa haji secara penuh.

Pendapat di atas hanya dikemukakan oleh An-Nawawi &
dalam Kitab Haji bagian dari A/ Majmu’ dalam satu pasal tentang
pekerja jasa haji. Wallahu a’lam.

kh®h
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Bab: Sengketa Dua Belah Pihak Dalam Kasus
Sewa-Menyewa

Asy-Svirazi s berkata: Apabila terjadi sengketa
antara dua belah pihak yang menyewa tentang besaran
manfaat atau besaran biaya dan tanpa ada bukti,
mereka saling bersumpah, karena ini termasuk akad
timbal-balik, sama seperti jual beli.

Apabila keduanya telah saling bersumpah, maka
secara hukum akad jjarah ini telah fasakh, seperti
hukum dalam jual beli, karena ijarah sama seperti jual
beli. Jadi, hukumnya jjarah dalam masalah fasakh
seperti hukum yang sama dalam jual beli.

Apabila dua belah pihak bersengketa tentang
tindakan melampaui batas terhadap barang sewaan,
pihak vyang menyewakan menggugatnya namun
penyewa mengingkari, maka pernyataan vyang
dimenangkan adalah pernyataan penyewa, karena
menurut hukum asal tidak adanya permusuhan dan
keterbebasan dari jaminan.

Jika dua belah pihak bersengketa soal
pengembalian barang sewa; penyewa mengklaim sudah
mengembalikan barang sewaan, namun pihak yang
menyewakan menolaknya, pernyataan yang
dimenangkan adalah pernyataan pihak penyewa bahwa
peminjam belum mengembalikan barang, karena
penyewa menerima barang sewaan untuk
dimanfaatkan. Pernyataan penyewa bahwa dia telah
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mengembalikan tidak diterima, seperti peminjam
barang.

Apabila terjadi sengketa antara pekerja lepas
dengan pengguna jasa tentang pengembalian barang;
pekerja mengklaim telah mengembalikan barang,
namun penyewa mengingkarinya, di sini terdapat
rincian kasus.

Jika kita berpendapat pekerja menjamin barang
setelah  diterima, maka pernyataannya tentang
pengembalian barang tidak dapat diterima, karena ia
penjamin. Jadi, pernyataan pekerja bahwa ia telah
mengembalikan barang tidak dapat diterima, seperti
orang yang meminjam dan pelaku gasab.

Apabila kita berpendapat, pekerja tidak menjamin
barang setelah penyerahan, apakah penyataannya telah
mengembalikan barang dapat diterima? Di sini terdapat
dua wajh, seperti wakil dalam akad ju’alah. Dua wajh ini
telah disinggung dalam pembahasan perwakilan.

Apabila barang sewaan rusak, lalu pekerja
mengklaim kerusakan terjadi setelah pekerjaannya
selesai, dan dia berhak mendapatkan imbalan, namun
pengguna jasa menolaknya, maka pernyataan yang
dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa, karena
hukum asal menyebutkan tidak adanya pekerjaan dan
tidak ada penggantian.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan bahan
kain pada penjahit, lalu dia memotongnya menjadi
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pakaian luar, kemudian kedua belah pihak bersengketa:
Pemilik kain berkata, “Aku memintamu untuk
memotong kain ini menjadi gamis. Tapi, kamu sengaja
memotongnya menjadi pakaian luar. Kamu harus
mengganti kekurangannya.” Penjahit berkata, “Malah
kamu yang memintaku untuk memotongnya menjadi
pakaian luar. Kamu harus membayar biaya jahit.”

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Ikhtilaf Al
Iragiyyin, pernyataan Ibnu Abu Laila bahwa vyang
dimenangkan pernyataan penjahit; dan pendapat Abu
Hanifah @& bahwa vang dimenangkan pernyataan
pemilik kain. Beliau kemudian berkata, “Ini pendapat
yang kuat. Keduanya diperhitungkan.”

Asy-Syafi'i juga mengemukakan dalam Kitab Al
Ajir wal Mustajir, bahwa apabila seseorang
menyerahkan kain kepada orang lain untuk dicelup
warmna merah, lalu dia mencelupnya dengan warna
hijau. Pengguna jasa berkata, “Aku memintamu untuk
mencelupnya dengan warna merah.” Tukang celup
menyanggah, “Tidak, kamu memintaku mencelupnya
dengan warna hijau.” Maka kedua belah pihak ini saling
bersumpah.

Dalam menanggapi kasus di atas, para sahabat
kami terbagi dalam tiga riwayat. Di antara mereka ada
vang berpendapat, dalam kasus ini ada tiga pendapat:

1. Pernyataan vang dimenangkan pernyataan
penjahit, karena dia telah menerima izin dari
pengguna jasa untuk memotong kainnya,
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karenanya :pernyataan penjahitlah yang
dipertimbangkan.

2. Yang dimenangkan pernyataan pemilik kain,
sebagaimana jika kedua belah pihak bersengketa
soal ada-tidaknya izin.

3. Kedua belah pihak saling bersumpah. Ini
pendapat shahih, karena masing-masing pihak
adalah penggugat dan tergugat, mengingat
pemilik kain menuntut ganti rugi sedang penjahit
mengingkarinya;  sebaliknya penjahit juga
menggungat ongkos jahit, sedang pemilik kain
menolaknya. Mereka berdua saling bersumpah,
sama seperti dua pihak yang melakukan transaksi
jual beli ketika bersengketa soal besaran harga.

Sebagian Ashab kami ada juga yang berpendapat,
masalah ini dirumuskan dalam dua pendapat vang
termuat dalam perbedaan ulama Irak. Demikian
menurut pendapat Abu Al Abbas, Abu Ishaq, Abu Ali
bin Abu Hurairah, Al Qadhi Abu Hamid.

Di antara para sahabat juga ada vang
berpendapat, bawa masalah ini hanya memunculkan
satu pendapat, bahwa kedua belah pihak harus saling
bersumpah. Ini pendapat Abu Hamid Al Isfarayini,
karena Asy-Syafi'i # menyebutkan dua pendapat yang
pertama, kemudian mengatakan, keduanya
diperhitungkan.

Apabila kita berpendapat bahwa pendapat yang
dimenangkan adalah pernyataan penjahit, lalu ia

32 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



bersumpah, maka ia tidak wajib membayar denda
kerugian, karena sumpahnya menetapkan bahwa dia
telah diizinkan untuk melakukan pemotongan kain
tersebut. Apakah dia berhak menerima upah? Di sini
terdapat dua wajh.

1.

Pendapat Abu Ishaq bahwa penjahit dalam kasus
ini tidak berhak menerima upah, Kkarena
pernyataannya tentang gugurnya tanggungan
dapat diterima, mengingat dia pihak vyang
menolak. Sementara soal upah, dia pihak yang
menggungat, sehingga pernyataannya tidak
diterima.

Pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, penjahit
berhak menerima upah, karena kita menerima
pernyataan soal izin. Mengacu pada pendapat ini,
apakah penjahit berhak menerima upah yang
ditetapkan dalam akad atau upah standar?
Menanggapi pertanyaan ini terdapat dua wajh.

Pertama, wajib menerima upah yang ditetapkan,
karena kita menerima pernyataannya bahwa dia
diizinkan, karena itu dia berhak menerima
kompensasinya. '

Kedua, dia wajib menerima upah standar, karena
ketika kita menerima permyataannya, tidak ada
jaminan dia tidak akan mengklaim upahnya
sebesar seribu dirham padahal upah standarnya
hanya satu dirham.
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Apabila kita berpendapat, bahwa vyang
dimenangkan pernyataan pemilik kain, lalu dia
bersumpah, dia tidak wajib menerima upah, karena
telah melakukan tindakan yang tidak dizinkan pengguna
jasanya. Penjahit harus membayar kerugian akibat
pemotongan tersebut, karena telah memotong kain
tidak sesuai pesanan. Mengenai besarnya ganti rugi
yang mesti diserahkan terdapat dua pendapat:

1.  Penjahit harus mengganti selisih harga antara
kain yang sudah dipotong dan yang masih utuh,
karena kita telah memutuskan bahwa dia belum
mendapat izin dari pemilik kain untuk
memotongnya.

2. Dia harus membayar selisih harga antara kain
vang dipotong menjadi gamis dan kain yang
dipotong menjadi pakaian luar, karena
sebenarnya dia telah diizinkan untuk memotong
kain tersebut. Perbedaan ini hanya berkaitan
dengan tambahan kain, karenanya penjahit harus
mengganti tambahan tersebut. Artinya, jika
antara dua potongan kain ini terdapat selisih
harga, penjahit tidak perlu menggantinya.

Apabila kita berpendapat kedua belah pihak
saling bersumpah lalu mereka bersumpah, penjahit
tidak berhak menerima upah, karena saling sumpah
mengurungkan akad. Menjahit pakaian tanpa dasar
akad tidak mengharuskan upah. Namun, apakah
penjahit wajib membayar denda kesalahan potongan
kain? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:
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1. Penjahit wajib membayar denda kesalahan
potongan, karena setiap pihak telah bersumpah
atas gugatannya dan menafikan gugatan pihak
lain, sehingga keduanya telah terbebas dari
tuntutan, seperti dua belah pihak yang melakukan
jual beli.

2. Penjahit wajib membayar kerugian karena
berkurangnya kain, karena kami menetapkan
urungnya akad akibat saling sumpah. Ketika akad
diurungkan, pemotongan kain ini terjadi tanpa
dasar akad, sehingga dia wajib membayar ganti
rugi. .
Ketika kita berpendapat, bahwa penjahit ini

berhak mendapat imbalan, dia tidak boleh menarik

kembali jahitan tersebut, karena dia telah mengambil
penggantinya.

Jika kita berpendapat, bahwa penjahit dalam
kasus ini tidak berhak menerima imbalan, maka dia
berhak mengambil jahitannya, karena itu jelas-jelas
asetnya sehingga boleh diambil.

Penjelasan: Asy-Syafi'i & mengemukakan, apabila dua
orang bersengketa dalam kasus sewa-menyewa, dan menyepakati
suatu pekerjaan, hendaknya mereka saling bersumpah. Pekerja
menerima upah standar atas pekerjaannya.

Asy-Syafii mengatakan: Apabila dua belah pihak
bersengketa soal sifat pengerjaan, misalnya satu pihak berkata,
“Aku memintamu untuk mencelup dengan warna kuning” atau
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“Untuk menjahit kain ini menjadi gamis, tetapi kamu buat pakaian
luar.” Pekerja berkata, “Aku tahu apa yang kamu katakan
padaku.” Dalam kasus ini kedua belah pihak saling bersumpah,
dan pekerja harus mengganti kekurangan tersebut dan tidak
menerima upah.

Apabila pewarnaan ini terlalu berlebih, tukang celup terlibat
sebagai rekanan atas kelebihan tersebut; jika kurang dari
pewarnaan yang semestinya, ia tidak mendapat jaminan dan tidak

pula imbalan.

Ar-Rabi’ mengatakan, pendapat yang dikemukakan oleh
Asy-Syafi'i dalam kasus ini, bahwa yang dimenangkan adalah
pernyataan pemilk kain, dan pengrajin wajib mengganti
kekurangan tersebut, sekalipun hanya sedikit. Sebab, penjahit

mengaku telah mengambil kain dalam kondisi utuh dan menggugat |

pemilik kain telah meminta dia untuk memotongnya atau
mencelupnya sebagaimana yang telah aku jelaskan. Sebaiknya dia
mengajukan bukti untuk menguatkan pemyataannya.

Apabila dia tidak mempunyai bukti, pemilik kain
bersumpah dan pekerja wajib mengganti kekurangan
pekerjaannya. Apabila pekerjaannya menambahkan sesuatu,
pekerja turut memiliki tambahan tersebut, jika ia berupa barang
yang menetap di dalamnya seperti celupan, namun ia tidak boleh
mengambil imbalan apapun. Jika tambahan ini bukan berupa
barang yang menetap, dia tidak mendapatkan apapun.

Asy-Svafi'i mengemukakan dalam Kkhtilaf Al Iragivin:
Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan pengguna jasa tentang
upah, terdapat beberapa rincian hukum. Abu Hanifah
menyatakan, yang dimenangkan adalah pemyataan pengguna jasa
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berikut sumpahnya, jika pekerja telah melakukan suatu usaha,
inilah yang dijadikan bukti. '

Ibnu Abu Laila mengemukakan, bahwa pernyataan yang
dimenangkan adalah pengakuan pekerja terkait pekerjaan dan
upah standarnya. Lain halnya, jika imbalan yang digugat lebih kecil
dari upah standar, tuntutan ini dipenuhi.

Apabila pekerja belum mengerjakan suatu usaha, kedua
belah pihak bersumpah dan saling mengembalikan barang,
menurut pendapat Abu Hanifah. Seyogianya ketentuan ini juga
berlaku pada pendapat Ibnu Abu Laila.

Abu Yusuf berkata, “Apabila barang sewaan adalah sesuatu
yang mirip, pernyataan pengguna jasa dapat diterima dan diminta
untuk bersumpah. Apabila barang ini sedikit berbeda,
pernyataannya tidak diterima dan pekerja berhak menerima upah
standar, jika dia telah bersumpah.”

Seandainya seseorang menyerahkan pakaian yang telah
dipotong pada penjahit lalu dia menjahitnya menjadi pakaian luar,
seraya berkata, “Kamu memintaku untuk memotongnya menjadi
pakaian luar.” Pengguna jasa justru berkata, “Bukan, gamis!”
maka menurut pendapat yang lebih zhahir pemyataan pemilik kain
dibenarkan dengan sumpahnya, karena dia mengingkari izin
pemiliknya untuk memotong kain tersebut menjadi pakaian luar.
Sebab, penjahit membenarkan adanya izin, begitu juga dengan
sifatnya.

Pendapat kedua, dua belah pihak saling bersumpah. Al
Asnawi mendukung pendapat ini dari aspek riwayat dan makna.
Beliau menekankan bahwa seandainya kedua belah pihak
bersumpah sebelum memotong kain, ulama sepakat mereka saling
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bersumpah. Setiap kasus yang wajib disertai sumpah para pihak
sekalipun objek sewa masih ada, saling sumpah ini juga wajib
dilakukan dalam kondisi objek telah berubah.

Mengacu pada pendapat di atas, pihak pertama yang
dipersilakan bersumpah vyaitu pemilik kain, sebagaimana
diriwayatkan oleh Ar-Ramli. Dikutip dari Al Asnawi larangan
pemilik untuk bersumpah pertama kali, justru penjahitlah yang
pertama bersumpah, karena dia penjual jasa. '

An-Nawawi menyatakan, bahwa pekerja tidak berhak
menerima upah setelah bersumpah, sementara penjahit wajib
. membayar denda kekurangan kain, mengingat pemotongan ini
dilakukan tanpa izin pemilik kain. Hukum asal menyebutkan
kewajiban jaminan. Jaminan ini besarnya adalah selisih nilai antara
kain yang dipotong menjadi gamis dan dipotong menjadi pakaian
luar, sebagaimana dirajihkan oleh As-Subki. '

Alasan lain, hukum asal pemotongan kain adalah diizinkan,
sekalipun dirajihkan oleh Al Asnawi seperti Ibnu Abu Ishrun.

Pendapat tersebut didukung oleh Al Qunawi, Al Bazari, dan
lainnya seperti tercantum dalam Syirah A/ Hawi dan lainnya,
bahwa besaran kerugian yang diberikan yaitu selisih harga antara
nilai kain yang utuh dan yang telah dipotong, karena ketiadaan
izin. Pentarjihan pendapat pertama dan tidak adanya imbalan tidak
tercela, karena tidak ada keterikatan antara imbalan dan jaminan.

Penjahit berhak menghentikan jahitannya, dan: harus
membayar kerugian penghentian tersebut, jika terjadi. Demikian ini
seperti dikemukakan oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani dalam A/
Bahr. Penjahit boleh melarang pemilik kain dari tindakan melepas
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kembali jahitan kain. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh
Asy-Syamsu Ar-Ramli dalam An-Nihayah.

Dari beberapa pendapat di depan kita dapat meresume
bahwa ketika dua belah pihak bersengketa soal besaran upah;
pekerja berkata, “Kamu mempekerjakanku selama setahun dengan
imbalan satu dinar.” Pengguna jasa berkata, “Tidak, tetapi dua
dinar.” Maka, pekerja lah yang diminta untuk bersumpah pertama
kali. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Alasannya, jarah merupakan jenis jual beli. Ketika dua
belah pihak bersumpah sebelum masuk jangka waktu jarah,
mereka menfasakh akad dan masing-masing pihak menarik
asetnya.

Apabila salah satu pihak rela dengan sumpah pihak lain,
akad ini tetap berlangsung. Apabila mereka menfasakh akad
setelah masuk jangka waktu jiarah atau sesuatu darinya, upah yang
ditentukan pun gugur, dan pekerja wajib menerima upah standar.
Kasus ini sama dengan dua belah pihak yang saling bersumpah
dalam kasus sengketa barang dagangan yang rusak.

Demikian pendapat Ahmad dan para sahabatnya. Pendapat
ini didukung oleh Abu Hanifah, jika pekerja belum mengerjakan
tugasnya. dJika dia telah menjalankan tugasnya, pendapat yang
dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa, kerena dia
mengingkari adanya tambahan upah. Yang dimenangkan
pernyataan pihak yang ingkar.

Ketika kita mengetahui jiarah bagian dari jual beli, kita tahu
dua belah pihak saling bersumpah ketika terjadi sengketa
mengenai pembayaran, seperti jual beli. Juga, seperti kasus
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pekerja yang belum melaksanakan tugasnya, menurut Abu
Hanifah. Anda dapat merujuk kembali rincian kasus ini.

Cabang: Selintas madzhab para ulama tentang sengketa
dua belah pihak dalam sewa-menyewa.

Apabila dua belah pihak bersengketa tentang upah; satu
pihak berkata, “Kamu menyewakan barang ini setahun dengan
harga satu dinar.” Pihak lain berkata, “Tidak, tapi dua dinar,”
maka hendaknya mereka saling bersumpah. Pihak yang
menyewakan berhak bersumpah lebih dahulu. Demikian menurut
pendapat kami. Pendapat ini telah dinash, menurut Ahmad.

Alasannya, jarah bagian dari jual beli. Ketika dua belah
pihak bersumpah sebelum jangka waktu masuk, mereka mem-
fasakh akad dan masing-masing menarik asetnya.

Apabila salah satu pihak rela dengan sumpah pihak yang
lain, akad ini tetap berlangsung. Jika mereka menfasakh akad
setelah jangka waktu berakhir atau sedang berlangsung, upah yang
ditentukan dalam akad pun gugur, dan pekerja berhak menerima
upah standar. Hal ini sama dengan kasus dua pihak yang saling
bersumpah dalam jual beli setelah barang dagangan rusak.

Demikian menurut pendapat Ahmad. Pendapat ini
didukung oleh Abu Hanifah, jika pekerja belum melakukan
tugasnya, sekalipun dia mengetahuinya. Maka, yang dimenangkan
adalah pernyataan pengguna jasa tentang imbalan yang
besarannya selisih antara upah yang ditentukan dan upah standar.

Abu Tsaur mengemukakan, bahwa pendapat vyang
dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa, karena dia
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mengingkari adanya tambahan upah. Pendapat yang dimenangkan
pernyataan pihak yang mengingkari.

Menurut kami, jarah merupakan bagian dari jual beli.
Karena itu, ketika terjadi sengketa soal kompensasi, dua belah
pihak saling bersumpah, seperti jual beli.

Ibnu Abu Musa mengatakan, pendapat yang dimenangkan
adalah pernyataan pemilik barang, sesuai dengan sabda Nabi ¢,

0 [

.Ciij\ U9 Jall ol Lalet 130

“Ketika dua belah pihak vang bertransaksi jual beli
bersengketa maka pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan
penjual.” Bisa jadi yang dimaksud oleh Rasulullah vaitu ketika dua
belah pihak bersengketa tentang jangka waktu. Adapun jika para
pihak bersengketa soal ganti, menurut pendapat shahih,
hendaknya mereka saling bersumpah, seperti kami sebutkan
sebelumnya.

xk%

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang
meminta pekerja untuk mengerjakan sesuatu seperti
menjahit dan mewarnai kain, lalu dia bekerja, apakah
pekerja boleh menahan barang tersebut untuk
mendapatkan upah? Di sini terdapat dua wajh:

Pertama, tidak boleh, karena pengguna jasa tidak
menggadaikan barang pada pekerja. Karena itu, dia
tidak boleh menahan barang yang telah selesai digarap.
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Demikian ini sama dengan orang yang mempekerjakan
orang lain untuk mengangkut barang, lalu dia
mengangkutnya, kemudian dia sengaja menahan barang
tersebut sampai imbalannya diterima.

Kedua, boleh, karena pekerjaannya sama dengan
miliknya. Jadi, pekerja boleh menahan barang orderan
sampai menerima imbalan dari pengguna jasa, seperti
jual beli di tangan penjual.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan kain pada
orang lain, lalu dia menjahitnya tanpa menyebutkan
berapa ongkosnya, para sahabat kami berbeda

pendapat dalam kasus ini yang dikelompokkan dalam
empat wajh.

1. Pemberi kain ini harus memberikan upah. Ini
pendapat Al Muzani #, karena orang ini telah
memberikan  pekerjaan maka dia harus
menanggung upahnya.

2. Apabila dia berkata pada orang itu, “Jahitlah!”
maka dia harus memberikan upah. Jika pihak
kedua yang memulai, “Berikan kain itu padaku,
aku akan menjahitnya.” Pemberi kain tidak wajib
memberinya upah. Demikian menurut pendapat
Abu Ishaq. Sebab, ketika salah satu pihak
memerintahkan pihak lain, sungguh dia harus
mengerjakannya berdasarkan perintah tersebut.
Suatu pekerjaan tidak harus dilakukan bila tanpa
imbalan, lalu dia mengharuskannya. Ketika salah
satu pihak tidak memerintahkan pihak lain, tidak
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melakukan faktor yang mengharuskan imbalan,
maka pemberian upah ini tidak wajib.

Apabila pekerja dikenal biasa mengambil imbalan
dari jasa jahitan, pemberi kain harus memberinya
upah. Jika kondisi tersebut tidak diketahui,
pemberi tidak wajib memberinya upah. Demikian
menurut pendapat Ibnu Abbas.

Sebab, apabila pekerja diketahui biasa menarik
imbalan dari jasa menjahit, hal tersebut menjadi
‘urf bagi dirinya, seperti syarat. Jika kondisi ini
tidak diketahui berarti tidak ditemukan faktor
vang berkonsekuensi imbalan dari segi syarat,
tidak dari segi ‘urf.

Menurut pendapat madzhab, pemberi kain sama
sekali tidak wajib menyerahkan asetnya tanpa
kompensasi, karenanya dia tidak wajib memberi
penjahit upah. Hal ini sama dengan orang yang
memberi makanan pada orang yang berkenan
memakannya.

Apabila seseorang singgah di perahu nelayan
tanpa izin, lalu dia dibawa ke suatu daerah, maka
si penumpang gelap ini harus membayar upah.
Sebab, dia telah menghabiskan manfaat tempat
vang terdapat di perahu tanpa izin pemiliknya.

dika orang ini singgah di perahu tersebut atas izin
nelayan tanpa menyebut berapa tarifnya, dalam
kasus ini berlaku empat wajh yang telah kami
paparkan dalam kasus menjahit pakaian.
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Penjelasan: Apabila dua belah pihak bersengketa
mengenai jangka waktu kontrak kerja; salah satu pihak berkata,
“Aku mempekerjakan kamu untuk proyek ini selama setahun
dengan upah satu dinar,” pihak lainnya berkata, “Tidak, tetapi dua
tahun sebesar dua dinar,” maka yang dimenangkan adalah
pernyataan pemilik proyek, karena dia mengingkari tambahan.
Jadi, yang dimenangkan adalah pernyataan terhadap sesuatu yang
diingkari.

Cabang: Apabila seseorang menyerahkan kain miliknya
pada penjahit atau pemotong pakaian untuk dijahit atau dipotong,
tanpa akad, tanpa syarat, tanpa menyebut soal ongkos; misalnya
dia berkata, “Ambil kain ini, lalu kerjakanlah. Aku tahu kamu akan
bekerja dengan imbalan”; penjahit dan pemotong pakaian
berpedoman pada kalimat tersebut lalu mengerjakannya, di sini
terdapat dua wajh:

1. Pendapat yang paling shahih, baik penjahit maupun
pemotong pakaian ini tidak dikenai upah, karena dia
melakukan pekerjaan tersebut tanpa kompensasi. Jadi,
sama seperti orang yang melakukan pekerjaan secara suka
rela.

2. Wajh ini dikemukakan oleh Ahmad, para sahabatnya, dan
para sahabat Abu Hanifah, bahwa penjahit dan pemotong
pakaian ini memperoleh ongkos standar. Sebab, kebiasaan
yang berlaku dalam praktik tersebut sama seperti ucapan,
jadi ia seperti mata uang suatu negara. Juga, sama seperti
orang yang masuk dalam toilet umum atau duduk di dalam
perahu bersama nelayan.
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Selain itu, sikap pemilik kain ini menuntut adanya akad, jadi
ia seperti menawarkan pekerjaan. Ahmad berpendapat, bahwa
apabila penjahit dan pemotong pakaian ini tidak menghiraukan
ucapan pemilik kain, mereka tidak berhak mendapatkan imbalan,
kecuali atas dasar akad, syarat kompensasi, atau tawaran darinya.
Alasannya, kebiasaan masyarakat tidak dapat menempati posisi

akad.

Cabang: Di antara kewajiban pemilk aset terhadap
pekerja (buruh) vang diajarkan oleh syariat Islam yang cenderung
pada kebaikan, adalah bahwa pelayan dan tuan adalah dua orang
saudara.

Siapa saja yang mempekerjakan saudaranya, hendaknya
memberinya makan dengan hidangan yang sama dengannya.
Sikap seperti ini bertujuan untuk merekatkan jalinan emosional
antar golongan, sehingga satu golongan masyarakat tidak iri
dengki pada golongan vang lain, dan satu golongan tidak merasa
lebih tinggi dan lebih mulia dari yang lain.

Sikap iri dengki dan merasa lebih terhormat hanya akan
memunculkan permusuhan yang merusak dan mengancam
kedamaian seluruh umat manusia. Kondisi demikian pernah
dialami oleh umat-umat terdahulu di mana perbuatan keji,
kezhaliman, dan gila dunia sudah merajarela sehingga
menumpahkan darah.

Allah 7a'ala berfirman, “ Tentu telah dirobohkan biara-biara
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” (Qs.
Al Haijj [22]: 40).
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Nabi € sangat mewanti-wanti akibat sifat bakhil yang lahir

dari kecenderungan yang kuat orang-orang kaya untuk menimbun
harta. Beliau pernah bersabda,
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“Waspadalah pada sifat bakhi] karena ia telah
membinasakan orang-orang sebelummu. Sifat ini mendorong
mereka untuk menggasab harta bena'a mengalzrkan darah,
sehingga mereka binasa.”

Kelanjutan hadits yang pertama berbunvyi,
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‘Hendaknya dia mengenakan apa vang biasa dikenakan;
Jangan bebani mereka sesuatu yang memberatkannya. Jika kamu
membebani mereka maka bantulah mereka.”

‘Berpijak pada hadits di atas, kita bisa menetapkan batasan
jam kerja di pabrik, kantor, dan perkebunan dengan larangan
membebani para pekerja yang dapat memberatkan mereka, baik
karena jam kerja yang terlalu lama atau jam kerja yang singkat,
namun pekerjaannya sangat berat dan mengeksploitasi pekerja,
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dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi dari kontrak atau dari
kebiasaan yang berlaku.

Cabang: Kewajiban pekerja terhadap pemberi pekerjaan,
bos.

Ketika seorang pekerja bekerja dengan baik kepada pihak
yang memberinya pekerjaan, menyerahkan seluruh urusan
padanya, dan memenuhi haknya, dia akan menerima imbalan dua
kali. Imbalan pertama karena telah memenuhi hak Allah 7aa/a,
dan imbalan kedua karena telah menunaikan hak pemberi
pekerjaan. Allah melipatgandakan pahala orang yang dikehendaki-
Nva. Wallahu a’lam bish shawab.

*kk
Segala puji dan anugerah hanya milik Allah vang Mahasuci
Demikian akhir ulasan juz 15
Menyusul berikutnya juz 16
‘Yang diawali BAB JU'ALAH.

*kkkk
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Bab: Ji'alah

Asy-Syirazi s berkata: Akad ji’alah hukumnya
diperbolehkan, yaitu memberikan hadiah atau persen
kepada orang vang telah berjasa melakukan suatu
pekerjaan, seperti mengembalikan seekor ternak yang
hilang, atau memulangkan seorang budak vyang
melarikan diri, atau membangun tembok, atau menjahit
baju, atau beragam pekerjaan lainnya yang layak diberi
upah. Dalilnya adalah firman Allah &, J& .4 & 25

};_xé “Penyeru-penyeru itu berkata, "Dan siapa yang
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta.” (Qs. Yuusuf [12]:72).

Abu Sa’id Al Khudri meriwayatkan sebuah hadits,
“Sesungguhnya ada beberapa orang dari sahabat
Rasulullah € sedang dalam perjalanan (bepergian).
Mereka melewati salah satu kampung di antara
perkampungan Arab. Mereka berharap bisa menjadi
tamu penduduk kampung tersebut. Akan tetapi ternyata
penduduk kampung tersebut tidak ada yang mau
menerima mereka sebagai tamu. Lalu ada seseorang
yang bertanya, “Apakah di antara kalian ada yang bisa
menjampi?. Soalnya kepala kampung kami sedang
terkena sengatan hewan beracun.” Salah seorang dari
sahabat itu menjawab, “Ya, ada.” Orang itu lalu
mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan
surah Al Faatihah. Ternyata kepala kampung itu
sembuh. Maka sahabat itu diberi beberapa ekor
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kambing. Dia enggan menerimanya dan mengajukan
syarat, “Aku akan menyampaikan dahulu masalah ini
kepada Nabi &.” Dia pun kemudian pulang menemui
Nabi & dan menuturkan pengalamannya tersebut. Dia
berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah aku hanya
menjampi dengan menggunakan surah Al Faatihah.”
Mendengar penuturan itu Rasulullah & tersenyum dan
bersabda, “Tahukah kamu, bahwa surat Al Fatihah
memang merupakan jampi?” Kemudian beliau
melanjutkan, “Ambillah imbalan dari mereka itu, dan
pastikan aku mendapatkan bagian bersama kalian.”

Alasan lain, karena hal itu dibutuhkan untuk
mengembalikan ternak yang hilang atau budak yang
melarikan diri atau pekerjaan-pekerjaan lain yang susah
dilakukan. Jadi, hal itu hukumnya boleh, sama seperti
akad jjarah dan akad mudharabah.

Pasal: Seseorang diperbolehkan mengadakan
akad ji'alah untuk orang lain yang belum jelas,
berdasarkan ayat tadi. Sesungguhnya boleh jadi dia
punya pekerjaan yang tidak diketahui siapa yang akan
melakukannya. Jadi hal itu boleh tanpa harus adanya
ketentuan. Al Muzani dalam Al Mukhtashar mengutip
pendapat Asy-Syafi'i dalam Al Mantsur, bahwa dia
mengatakan: Jika seseorang mengatakan, “Siapa yang
pertama kali menunaikan ibadah haji atas namaku,
maka dia akan mendapatkan hadiah seratus dirham.”
Maka bila ada seseorang yang menunaikan ibadah haji
atas namanya, maka dia berhak mendapatkan hadiah
seratus tersebut. Akan tetapi, -Al Muzani melanjutkan-
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dia hanya berhak mendapatkan upah yang pantas,
sebab hal ini disebut dengan akad ijarah. Jadi tidak sah
hukumnya bila tanpa adanya ketentuan. Namun
pendapat ini nyatanya salah, karena ini merupakan -
akad ji'alah. Sebelumnya sudah kami jelaskan, bahwa
boleh hukumnya akad ji’alah hukumnya diperbolehkan

tanpa menentukan siapa yang akan melakukan
pekerjaan.

Pasal: Akad ji'alah diperbolehkan atas suatu
pekerjaan yang tidak ditentukan, berdasarkan ayat tadi.
Alasan lain karena hal itu dibutuhkan oleh masyarakat.
Jadi hukumnya boleh, meskipun jenis pekerjaannya
tidak ditentukan, hal itu sama seperti akad
mudharabah. Dalam akad ji'alah, tidak boleh ada
kompensasi yang ditentukan, karena ini merupakan
akad mu’awadhah yang tidak diperbolehkan jika dengan
imbalan yang tidak ditentukan, ini sama seperti akad
pernikahan.

Jika seseorang dijanjikan hadiah yang tidak jelas,
lalu dia melakukan suatu pekerjaan, maka dia berhak
mendapatkan upah yang layak, karena setiap akad yang
dalam keabsahan akadnya harus disebutkan, maka
untuk kebatalannya pun juga harus disebutkan, ini sama
seperti akad jual beli dan akad pernikahan.

Pasal: Orang yang melakukan pekerjaan tanpa
izin pemilik harta, maka dia tidak berhak mendapatkan
hadiah. Bentuk nyatanya adalah, jika dia melakukan
pekerjaan pemilik harta yang tanpa seizinnya, seperti
misalnya dia menemukan budak yang melarikan diri
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kepunyaan pemilik harta lalu membawanya, atau
menemukan seekor ternaknya vyang hilang lalu
mengembalikannya, maka dia tidak berhak men
dapatkan hadiah, karena dia telah memberikan jasanya
tanpa ada imbalan. Jadi, dia pun tidak berhak men
dapatkan imbalan. Jika dia melakukan pekerjaan
tersebut dengan seizin pemilik harta yang tidak
menjanjikan hadiah, maka dalam hal ini ada empat
pendapat seperti yang telah kami kemukakan dalam
bab ijarah.

dika si pemilik harta memberinya izin dan juga
menjanjikan hadiah, maka dia berhak mendapat hadiah,
karena dia telah memberikan jasanya dengan janji akan
mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, dia berhak atas
imbalan tersebut, karena statusnya adalah seorang
pekerja. Jika si pemilik harta mengumumkan, “Siapa
vang berhasil memulangkan budakku yang melarikan
diri, maka dia berhak mendapatkan satu dinar,” lalu
budak itu berhasil dikembalikan oleh orang yang tidak
mendengar pengumuman tersebut, maka dia tidak
berhak mendapatkan hadiah. Sebab, statusnya hanya
sebagai seorang relawan tanpa mendapatkan imbalan
sama sekali.

dika budak milik seseorang melarikan diri, lalu
orang lain mengumumkan, “Siapa yang berhasil
mengembalikan budak si fulan, maka dia mendapatkan
satu dinar,” lalu budak itu berhasil dikembalikan oleh
seseorang maka orang yang mengumumkan tersebut
wajib memberikan satu dinar. Karena dia yang bersedia
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menjamin hadiahnya, maka dia pun juga vang harus
membayarnya. Jika orang tersebut mengatakan, “Kata
si fulan, siapa yang berhasil mengembalikan budaknya
dia mendapatkan satu dinar,” lalu budak tersebut
ditemukan oleh seseorang, maka orang vyang
mengumumkan tersebut tidak wajib memberikan satu
dinar, karena dia tidak menjamin. Dia hanya sekedar
mengutip ucapan orang lain saja.

Pasal: Sang pekerja baru berhak mendapatkan
imbalan setelah dia selesai melaksanakan pekerjaannya.
Jika seseorang dijanjikan akan diberikan hadiah atas
jasanya mengembalikan seorang budak vang melarikan
diri, namun ketika si budak sudah berada di depan
pintu rumah tuannya tiba-tiba dia melarikan diri lagi,
atau tiba-tiba meninggal dunia sebelum sempat
diserahkan, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah
sedikit pun. Sebab, yang menjadi tujuannya adalah si
budak bisa kembali, dimana hadiah adalah sebagai
kompensasinya. Jika seseorang mengatakan, “Siapa
berhasil mengembalikan budakku vang melarikan diri
dari Basrah, maka dia akan memperoleh satu dinar,”
ternyata si budak sedang berada di Baghdad dan dia
dikembalikan oleh seseorang dari tengah jalan, maka
dia memperoleh setengah dinar, karena dia berhasil
mengembalikan si budak hanya dari separuh jalan. Jika
dia mengembalikan si budak dari jarak yang lebih jauh
dari Bashrah, maka dia tidak akan memperoleh hadiah
vang lebih dari satu dinar. Hal tersebut dikarenakan, |
pemilik budak itu tidak menanggung kelebihannya.
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dika dua orang budak milik seseorang melarikan
¢ diri, lalu ada orang yang mengatakan, “Siapa yang
- berhasil mengembalikan mereka, dia akan memperoleh
satu dinar,” lalu seseorang berhasil mengembalikan satu
saja, maka dia pun hanya memperoleh separuh dari
hadiah yang dijanjikan tersebut, karena dia hanya
melakukan separuh pekerjaan saja.

Jika seseorang mengatakan, “Siapa berhasil
mengembalikan budakku, maka dia mendapatkan satu
dinar,” lalu si budak berhasil dikembalikan oleh dua
orang yang bekerjasama, maka mereka bersekutu atas
hadiahnya, karena mereka memang bersekutu dalam
pekerjaan. Jika seseorang berkata kepada orang lain,
“Apabila kamu berhasil mengembalikan seorang
budakku, maka kamu akan memperoleh satu dinar,”
lalu kepada orang lain, dia mengatakan lagi, “Jika
kamu berhasil mengembalikan seorang budakku, maka
kamu akan memperoleh dua dinar,” lalu mereka
berhasil mengembalikan sang budak secara bersama,
maka masing-masing dari mereka memperoleh separuh
dari hadiah yang dijanjikan.

Namun jika yang satu dijanjikan hadiah berupa
uang satu dinar dan yang satunya dijanjikan hadiah
berupa baju yang tidak ditentukan, lalu keduanya
berhasil mengembalikan sang budak itu, maka yang
dijanjikan hadiah berupa dinar hanya memperoleh
separuhnya saja dan yang dijanjikan hadiah berupa baju
memperoleh upah vang layak, karena dinar adalah
hadiah yang benar sehingga dia memperoleh
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setengahnya, sementara baju adalah hadiah yang batal,
sehingga dia hanya memperoleh upah yang layak.

Jika seseorang mengatakan kepada orang lain,
“Apabila kamu berhasil mengembalikan seorang
budakku, maka kamu akan memperoleh satu dinar,”
lalu orang lain ini berhasil mengembalikan sang budak,
tetapi dengan dibantu oleh seorang temannya. Jika
temannya ini mengaku hanya sekedar ikut membantu,
maka orang tersebut memperoleh separuh hadiahnya
dan temannya tidak memperoleh apa-apa, karena dia
tidak ikut dijanjikan apa-apa.

Penjelasan:

Menurut Imam Malik dan ulama lainnya, kata A/ Ji'alah,
dengan huruf jim yang dibaca dengan tiga versi bacaan. An-
Nawawi, Al dJauhari, dan Al Fayyumi penulis A/ Mishbah,
mencukupkannya dengan huruf jim yang dibaca kasrah, vaitu
Jjialah. Sementara menurut Ibnu Rafi'ah dalam kitabnya, A/
Kifayah, yaitu dibaca dengan huruf jim yang dibaca fathah, vaitu
Jja alah.

Dalam tinjauan bahasa, ji‘a/ah ialah sebutan yang seseorang
jadikan imbalan untuk orang lain atas suatu pekerjaan atau jasa

vang dilakukannya. Demikian pula dengan kalimat A/ Ju’a/
maupun A/ Ji‘alah. Definisinya menurut syari’at ialah, menetapkan
imbalan atau kompensasi tertentu atas suatu pekerjaan atau jasa
vang tertentu maupun yang tidak tertentu, dengan sesuatu yang
tertentu atau yang tidak tertentu.
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Alasan penulis mengemukakan jialkah sesudah Jjarah,
seperti yang juga dilakukan oleh An-Nawawi dalam A/ Raudhah,
karena hal ini masih memiliki keterkaitan yang erat dengan
masalah jarah. Ji‘alah itu jelas, karena ini merupakan akad atas
suatu pekerjaan. Akan tetapi sebagian besar penulis kitab fikih,
mengemukakannya setelah bab lugathah (barang temuan), karena

f . jialah itu menuntut untuk menemukan binatang yang hilang.

Terkait akad jialah sebagai sebuah akad vyang
diperbolehkan, Asy-Syirazi berpedoman pada firman Allah £,

X v Py
An e 4 e s

“Penyeru-penyeru itu berkata, 'dan siapa vang dapat
mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat)
beban unta. ”(Qs. Yuusuf [12]: 72).

Ar-Ramli menganggap redaksi ayat ini, hanya sebagai
istinas atau penyenang, bukan sebagai dalil. Asy-Syibramalisi
dalam catatan pinggimya terhadap An-Nihayah, memberikan
alasan istilah ini, bahwa apa yang disyari'at terhadap orang-orang
sebelum kita, itu tidak disyari’atkan kepada kita. Kendatipun dalam
syari’at kita hal itu ditetapkan.

Tentang hadits yang dikutip oleh Asy-Syirazi dari Abu Sa'id,
itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu
Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semua jalur sanadnya
disempurnakan oleh Al Bukhari yang redaksi atau lafazhnya
adalah,
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“Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi € sedang
menempuh suatu perjalanan, sehingga mereka sampai di suatu
perkampungan Arab. Mereka meminta penduduk setempat untuk
menerima mereka sebagai tamu, tetapi penduduk setempat
menolak menerima mereka sebagai tamu. Kebetulan pemimpin
perkampungan tersebut digigit ular. Segala upaya pengobatan
sudah mereka lakukan, namun tidak ada yang berhasil sama sekali.
Salah seorang mereka mengatakan, “Sebaiknya kalian menemui
orang-orang yang sedang singgah di perkampungan ini, barangkali
di antara mereka ada yang bisa mengobati pemimpin kita.”
Mereka kemudian menemui para sahabat Nabi € tersebut, dan
berkata, “Wahai orang-orang, sesungguhnya pemimpin kami
digigit ular. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk
mengobatinya, namun tidak berhasil. Apakah ada salah seorang
dari kalian yang bisa mengobati?” Salah seorang sahabat Nabi &
itu menjawab, “Ya. Demi Allah, aku akan menjampinya. Tetapi
sebelumnya tadi kami meminta kalian mau menerima kami sebagai
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tamu, tetapi kalian menolaknya. Oleh karena itu kami tidak mau
menjampinya tanpa imbalan.” Akhirmya disepakati imbalannya
adalah beberapa ekor kambing. Sang sahabat Nabi & tersebut
kemudian menemui pemimpin perkampungan dan membacakan
surah Al Fatihah, lalu ditiupkannya pada bagian tubuh pemimpin
perkampungan tersebut sehingga dia merasa nyaman dan bisa
berjalan tanpa merasa kesakitan lagi. Mereka memberikan upah
vang telah mereka sepakati sebelumnya. Salah seorang Nabi &
vang lainnya berkata, “Bagilah upah itu di antara kita.” Sahabat
vang menjampi menjawab, “Jangan dibagi dahulu sebelum kita
bertemu Nabi @ dan menceritakan apa vang telah terjadi.
Selanjutnya kita tunggu apa perintah beliau kepada kita.” Ketika
mereka bertemu dengan Nabi €& dan menceritakan apa vang telah
terjadi, beliau bersabda, “Bagaimana kamu bisa tahu kalau surat Al
Fatihah itu dapat digunakan sebagai jampi? Kamu benar. Sekarang
bagilah imbalan itu dan jangan lupa beri aku bagian.” Nabi &
mengutarakan hal itu sambil tertawa.”

Al Bukhari juga meriwayatkan sebuah riwayat lainnya dari
Ibnu Abbas dengan redaksi,
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“Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi € sedang
melewati daerah berair, di antara penduduknya ada orang yang
terkena sengatan dan ada pula orang yang sehat-sehat saja. Lalu

salah seorang mereka bertanya kepada para sahabat, “Apakah di
antara kalian ada yang bisa menjampi? Soalnya di antara warga
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kami ada yang sedang terkena sengat, di samping juga ada yang
selamat.” Salah seorang dari sahabat itu lalu beranjak berangkat.
Dia kemudian membacakan Al Fatihah berkali-kali. Selanjutnya dia
mendatangi para sahabatnya dengan membawa seekor kambing.
Tetapi mereka tidak suka dan mengatakan, “Kenapa kamu
mengambil imbalan atas Kitab Allah?.” Setibanya di Madinah
mereka langsung menemui Rasulullah # dan berkata, “Wahai
Rasulullah, dia telah berani mengambil imbalan atas Kitab Allah.”
Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya upah vang paling benar
kalian terima adalah atas Kitab Allah.”

Redaksi, Fastadhaafuuhum “Mereka berharap diberlakukan
sebagai tamu,” telah disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, bahwa
rombongan mereka berjumlah tiga puluh orang. Al Hakim
mengutip riwayat Abu Sa’id Al Khudri, bahwa dia adalah orang
yang menjampi itu. Riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim. Az-
Zarkasyi berkata: Dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan
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bahwa, akad jiakh diperbolahkan bagi perkara yang dapat
mendatangkan manfaat pada orang yang sedang menderita sakit,
baik itu berupa obat atau mantra atau pula jampi, meskipun
mereka tidak menuturkan hal itu. Namun ini bergantung pada jerih
payah yang dikeluarkan. Jadi, bila tidak ada jerih payah, maka
orang tersebut tidak boleh menerima imbalan, sebagaimana yang
akan dikemukakan lebih detail nanti.

lima’ ulama memperbolehkan hal ji‘a/ah tersebut, lantaran
adanya suatu kebutuhan yang mendesak, baik itu berupa ternak
vang hilang, atau atas suatu pekerjaan yang tidak sanggup
dilakukan dan juga tidak ditemukan adanya seorang relawan yang
bersedia melakukannya, dimana jarah pada hal seperti itu tidak
sah hukumnya, karena adanya unsur ketidak jelasan. Oleh karena
itu, hukumnya diperbolehkan menjadikan hal yang demikian itu
sebagai ji alah, seperti akad jiarah dan akad giradh. Rukun ji’alah
ada empat; vaitu shigat, dua orang yang terlibat akad, pekerjaan,
dan imbalan.

Mengingat hadiah atau imbalan hanya berhak diperoleh
dengan adanya izin orang yang memiliki harta, seperti halnya
jarah, maka akad ini berbeda dengan akad jarah dalam hal
memperoleh hak, itu dikarenakan sudah adanya pekerjaan yang
orang tersebut lakukan. Sementara jiarah itu mampu mendatang
kan hak orang tersebut hanya dengan adanya akad saja. Sebab,
bila seseorang mengatakan, “Siapa yang berhasil mengembalikan
ternakku yang hilang, maka dia berhak mendapatkan upah sebesar
satu dirham,” dimana uang satu dirham itu diberikan sebelumnya,
maka akad tersebut hukumnya batal. Demikian pula juga dikemuka
kan oleh Al Ghazali dalam Ad-Durar. Secara mutlak, tidak ada
syarat bahwa upah harus diterima di majelis.
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Orang yang wajib memberikan upah, -baik si pemilik harta
maupun lainnya- disyaratkan harus memiliki hak dalam pengelola
an hartanya secara mutlak, sebagaimana yang berlaku dalam akad
jjarah. Jadi, bagi anak kecil atau orang yang dicekal karena alasan
bodoh atau gila tidak sah mewajibkan imbalan dalam akad ji alah.
Bagi orang yang melakukan pekerjaan tertentu juga disyaratkan
dia harus cakap dalam pekerjaannya sehingga dia sanggup
melakukannya. Namun tidak disyaratkan harus berstatus merdeka,
atau harus mukalaf, atau harus dengan izin atau tanpa izin orang
lain, ini seperti yang dikemukakan oleh As-Suki, meskipun
bertentangan dengan pendapat Ibnu Ar-Rif'ah yang mensyaratkan
adanya izin dari tuan, -ika orang tersebut adalah budaknya-.
Dengan demikian, imbalan atau hadiah tidak berlaku untuk orang
yang tidak sanggup bekerja, seperti anak kecil dan orang yang
lemah. Hal ini sama dengan mempekerjakan seorang tuna netra
untuk menjaga. Demikian yang dikemukakan oleh Az-Zarkasyi dan
Ibnu Imad.

Al Muzani mengutip pernyataan Asy-Syafi’i, seperti yang
dinyatakan dalam A/ Mantsur, bahwa jika seseorang yang kondisi
fisiknya sangat lemah mengatakan, “Siapa yang mau menunaikan
ibadah haji atas namaku, maka dia berhak memperoleh imbalan
uang seratus dirham,” lalu ada seseorang yang menunaikan rukun
Islam yang kelima itu, -dengan niatan untuk orang tersebut- maka
dia berhak memperoleh uang seratus dirham itu.

Menurut Al Muzani, dia hanya berhak mendapatkan upah
vang layak. Soalnya itu adalah akad jarah yang tidak sah tanpa
menyebutkan nilai upahnya. Ini merupakan pendapat Al Muzani
dan Asy-Svafi'i. Masalah yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi
dengan menyebut-nyebut nama An-Nawawi ialah, bahwa di
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kalangan ulama madzhab Asy-Syafi’i sendiri, masalah ini ada tiga
pendapat:

Pendapat Pertama: Pendapat yang shahih adalah, bahwa
haji yang ditunaikan oleh orang yang diupah hukumnya sah, dan
dia berhak memperoleh upah yang disebutkan. Inilah pendapat
yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, dan yang menjadi pendapat
pilihan An-Nawawi. Sebab, itulah imbalannya. Jadi, ini bukan akad
jjarah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa imbalan untuk suatu
pekerjaan yang belum jelas saja hukumnya sah, maka apalagi
untuk suatu pekerjaan yang sudah jelas.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh
Al Muzani, bahwa ibadah haji yang ditunaikan oleh orang yang
diupah hukumnya sah, dan dia berhak mendapatkan upah yang
layak, bukan upah yang disebutkan. Imam Al Haramain berkata:
Sebagian besar ulama madzhab Asy-Syafi'i cenderung pada
pendapat ini. Akan tetapi hal itu disangkal oleh An-Nawawi. Yang
benar adalah, bahwa tidak diperbolehkan akad ji‘alah atas suatu
pekerjaan tertentu, karena hal itu memungkinkan untuk
memberikan orang lain itu upah pekerjaannya.

Pendapat Ketiga: izinnya tidak berlaku alias batal, dan
ibadah hajinya sah. Sebab, izin tidak boleh diarahkan kepada
orang tertentu. Ini sama seperti bila seseorang mengatakan, “Aku
mewakilkan kepada siapa saja yang mau menjualkan rumahku,”
maka akad perwakilan seperti ini batal dan tindakan vang
dilakukan penjual tidak sah karena dia mengandalkan perwakilan
seperti itu. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Ar-Rafi’i. Imam
Al Haramain berkata: Bahwa guru ayahnya —vaitu Abu
Muhammad— pemnah menyampaikan kepadanya, “Tidak bisa
dihalangi ketetapan atas batalnya izin.” Namun pendapat ini
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/ singat lemah, bahkan batal karena menyalahi nash, madzhab dan
dalil. Jika seseorang mengatakan, “Siapa yang menunaikan ibadah
 haji atas namaku, maka dia berhak memperoleh seratus dirham,”
5}talu ucapan ini didengar oleh dua orang yang kemudian sama-
f 5ama menunaikannya.

3 Al Qadhi Husain dan ulama madzhab Asy-Syafi’i lainnya

: menyatakan bahwa yang berhak menerima uang seratus dirham
adalah orang vang lebih dahulu menunaikannya. Sementara ibadah
f’ﬁajl orang kedua sah untuk dirinya sendiri. Hal ini karena salah
;satu di antara keduanya tidak lebih utama daripada yang lainnya.
h sama seperti kasus tentang seseorang yang menikahkan dua
| rang perempuan bersaudara dengan satu akad.

‘-; ) Apabila seseorang mengatakan, “Siapa yang menunaikan
1badah haji atas namaku, maka dia berhak memperoleh seratus
1 dmar lalu ada dua orang yang menunaikan haji atas namanya
‘ secara bergantian, maka yang dianggap ialah orang yang pertama
,i kali menunaikannya, sehingga dia yang berhak menerima imbalan
§ uang sebesar seratus dinar tersebut. Jika keduanya menunaikan
' haji secara bersamaan, maka ibadah haji mereka untuk masing-
| masing tanpa ada yang memperoleh imbalan sama sekali dari
1 ‘orang tersebut, karena dalam masalah ini tidak ada yang lebih
| dahulu. Jika imbalan vang dijanjikan tidak ditentukan, misalnya
. seseorang hanya mengatakan, “Siapa yang menunaikan ibadah
haji atas namaku, maka dia mendapatkan satu potong pakaian
atau uang beberapa dirham atau seekor unta,” maka hajinya sah
} dengan upah yang layak.
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Cabang: Asy-Syirazi berpedoman pada firman Allah &,

s A v Ll P . .
A J= a4 o o)y “Penyeru-penyeru itu berkata, "Dan siapa

Vang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta,” (Qs. Yuusuf [12]: 72), atas kebolehan akad
Jialah terhadap sesuatu yang tidak ditentukan, sebagaimana yang
telah dikemukakan dalam contoh di atas tentang orang yang
melakukan ibadah haji atas nama orang lain. Ayat itu pula yang
dijadikan pedoman oleh Asyu-Syirazi tentang kebolehan akad
Jialah atas suatu pekerjaan yang belum jelas atau yang tidak
ditentukan. Demikian pula bila ada seseorang yang mengatakan,
~ “Siapa saja yang mengembalikan barangku di antara orang yang
mendengar pengumumanku ini, maka dia berhak memperoleh
imbalan dariku dalam jumlah tertentu,” lalu barang itu
dikembalikan oleh orang yang hanya mengetahui pengumuman
tersebut tetapi tidak mendengarnya, maka dia tidak berhak
mendapatkan imbalan. Demikian yang dikemukakan oleh Al
Mawardi. Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Al Qadhi
Husain.

Al Adzra’i berkata: Pendapat Al Qadhi Husain yang
menyatakan jika seseorang mengembalikannya sendiri atau dengan
budaknya, maka dia berhak mendapatkan imbalan, bisa dipahami
bahwa dia tidak berhak mendapatkan imbalan kalau budaknya
sendiri yang pulang.

Jika orang lain mengatakan, “Siapa mengembalikan budak
milik si Zaid dia akan mendapatkan imbalan sebesar sekian,” maka
orang vang berhasil mengembalikannya berhak mendapatkan
imbalan tersebut atas beban orang lain itu. Ar-Ramli menyatakan,
bahwa yang berhak mendapatkan imbalan tersebut atas orang lain
itu adalah orang yang berhasil mengembalikannya dan tahu,

64 || Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




| karena orang lain itulah yang telah menetapkannya. Sama seperti
pemberian khulu’ oleh orang lain, dan juga sama seperti kondisi
. seseorang yang mencari barang milik orang lain dengan cara
i menyelam di laut karena dikhawatirkan rusak, maka dia wajib
| ‘menjaminnya.

Berdasarkan hal ini, berarti orang yang melakukan suatu
pekerjaan tanpa izin dari pemilik harta, maka dia tidak berhak
mendapatkan imbalan. Sebab seandainya seseorang mengizinkan
kepada si fulan, tetapi kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka
orang lain ini tidak berhak mendapatkan imbalan sama sekali,
meskipun dia sudah dikenal sebagai orang yang biasa mengembali
kan barang-barang yang hilang dengan mendapatkan imbalan.
Soalnya tidak ada ketentuan yang menyatakan dia harus
memperoleh imbalan. Jadi, status apa yang dia kerjakan hanya
sebagai jasa suka rela. Menanggapi pendapat yang menyatakan
bahwa orang yang melakukan suatu pekerjaan tanpa izin si pemilik
harta dia tidak berhak mendapatkan imbalan, Asy-Syibramalisi
mengatakan, “Salah satu contohnya adalah tradisi yang berlaku di
salah satu dusun di kota kami tentang sekelompok orang yang
biasa menjaga ladang pada siang hari, dan sekelompok orang yang
juga biasa menjaganya di malam hari. Jika mereka sepakat
mengadakan akad atas sesuatu dengan para pemilik ladang atau
sebagian saja dengan adanya izin dari yang lain, maka orang-orang
yang melakukan penjagaan tersebut berhak mendapatkan imbalan
jika memang akad jialhnya sah. Jika tidak demikian, maka
mereka memperoleh upah yang layak.”

Namun jika para penjaga tersebut langsung melakukan
penjagaan ladang tanpa seizin dari pemiliknya, dengan alasan
bahwa lazimnya pemilik ladang akan memberikan bagian tertentu
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dari penghasilannya, maka mereka tidak berhak mendapatkan
imbalan. Masalahnya berbeda dengan kondisi seseorang yang
menentukan harga pada barang yang sudah dibeli oleh orang lain
atau pada sepotong pakaian yang sudah dihibahkan kepada orang
lain. Sebab ini adalah imbalan hak kepemilikan yang bisa menjadi
wajib bagi orang vyang tidak berhasii mendapatkan hak
kepemilikan. Sementara akad jia/ah itu bukan imbalan hak
kepemilikan.

Ibnu Ar- Rif'ah menyanggah, bahwa menurutnya seseorang
tidak boleh meletakkan tangannya pada harta milk orang lain
berdasarkan ucapan orang ketiga. Bahkan dia harus menjaminnya.
Jadi, bagaimana mungkin dia bisa berhak memperoleh upah?
Akan tetapi sanggahan tersebut dijawab, bahwa dalam masalah ini
sama sekali tidak diperlukan izin, karena sang pemilik dipastikan
setuju. Atau bisa dicontohkan si pemilik mengizinkan siapa saja
vang dia inginkan dalam mengembalikan barangnya yang hilang,
sementara yang menentukan imbalannya adalah orang lain. Atau
orang lain ini diberi hak kuasa oleh si pemilik. Dan juga bisa
dicontohkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan merasa
vakin jika si pemilik pasti setuju. Tetapi menurut lahiriah
pernyataan Asy-Syirazi, bahwa si pemilik tetap wajib memberikan
imbalan tersebut meskipun dia tidak menyebutkan kalimat, “Atas
tanggunganku.”

Ar-Ramli menyatakan: Dan memang begitulah yang juga
dikatakan oleh Al Khawarizmi dalam A/ Kaafi Jadi, bila seandai
nya seorang vang suka mencampuri orang lain mengatakan,
“Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka dia berhak
mendapatkan imbalan satu dinar dariku,” atau dia mengatakan,
“Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka dia berhak
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mendapatkan imbalan satu dinar darinya.” Maka, bagi orang yang
berhasii mengembalikan budak yang dimaksud, dia berhak
mendapatkan imbalan dari orang tersebut sesuai yang
disebutkannya itu. Inilah yang ditegaskan oleh Tbnu Yunus dalam
Svarah Al Tajiz. Dia mencontohkan masalah ini, bahwa apabila
seseorang mengatakan, “Siapa yang mengembalikan budak si
fulan, maka dia berhak mendapatkan imbalan satu dinar dariku.”
Menurut para imam, bahwa yang sama dengan ucapan tersebut
adalah ucapan, “Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka
dia berhak mendapatkan imbalan sekian,” meskipun tanpa
menyebutkan kalimat, “dariku.” Sebab, secara lahiriah itu adalah
pernyataan yang mengharuskan. Jika satu di antara dua orang
yang bersekutu terhadap seorang budak mengatakan, “Siapa yang
berhasil mengembalikan budakku, maka dia berhak mendapatkan
imbalan sekian,” lalu si budak berhasil dikembalikan oleh
sekutunya itu, maka dia berhak mendapatkan imbalan tersebut. Ini
dengan catatan bahwa yang mengatakan itu bukan sebagai walinya
si pemilik.

Jika statusnya sebagai walinya si pemilik, dan dia
mengatakan hal itu tentang orang yang dicekal demi kebaikannya,
misalnya dengan menentukan imbalannya sesuai upah yang layak
atau di bawahnya, maka orang yang berhasil mengembalikan sang
budak itu, berhak atas imbalan tersebut yang diambilkan dari harta
si pemilik berdasarkan ucapan si walinya.

Berdasarkan pemyataan ini maka tidak ada ketentuan atas
orang yang melakukan suatu pekerjaan dia harus melakukannya
sendiri. Jadi misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain
tertentu, “Jika kamu berhasil mengembalikan ternakku yang
hilang, maka kamu akan mendapatkan imbalan sekian,” maka
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tidak berarti orang itu sendiri yang harus berusaha mengembali
kannya. Artinya bahwa, dia boleh meminta bantuan orang lain
vang jika berhasil mengembalikan temak yang hilang, maka dia
pun berhak mendapatkan upah. Demikian yang dikatakan oleh Al
Ghazali dalam A/ Basith.

Ar-Ramli berkata: Walhasil bahwa faukil orang yang harus
melakukan suatu pekerjaan kepada orang lain dalam mengembali
kan barang yang hilang, sama seperti faukifnya wakil secara
umum. Jadi, dia boleh mewakilkan kepada orang itu atas suatu
pekerjaan yang tidak dia sanggupi, dan diketahui oleh orang vang
mengatakan, atau atas sesuatu yang tidak patut. Dan juga fauki/ |
oleh orang yang tidak ditentukan -setelah dia mendengar
pengumuman- kepada orang lain sama seperti fauki/ dalam hal
mencari kayu bakar, mencari air minum, dan lain sebagainya yang
hukumnya boleh. Dengan demikian orang yang melakukan suatu
pekerjaan tidak boleh menggantikannya kepada orang lain, kecuali
jika dia mengalami udzur dan sudah diketahui oleh orang yang
menyediakan imbalan pada saat melakukan akad ji‘a/ah.

Cabang: Pendapat Pertama: Akad jialah pada suatu
pekerjaan atau jasa yang tidak ditentukan atau tidak jelas
hukumnya sah untuk dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan
oleh Asy-Syirazi. Soalnya ketidak jelasan yang terkandung dalam
akad giradh karena adanya tambahan saja diperbolehkan, maka
apalagi dalam mengembalikan yang sudah terwujud. Hal ini,
sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama, terikat
dengan sesuatu yang sulit ditentukan atau dibatasi. Jadi
masalahnya tidak seperti membangun dinding yang bisa disebutkan
letak, panjang, luas, tinggi, dan pondasinya. Atau seperti menjahit
baju yang bisa dijelaskan secara konkrit, sebagaimana halnya akad
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| -jlarah. Ji'alah pada suatu pekerjaan tertentu jelas diperbolehkan.
; .Contohnya seperti ucapan seseorang, “Siapa yang mengembalikan
' barangku vang hilang dari suatu tempat, maka dia berhak
' mendapatkan imbalan tertentu.” Ini menurut pendapat yang paling
shahih.

Pendapat Kedua: Hukumnya dilarang, karena cukup
digantikan dengan akad jarah. Kita tahu bahwa pekerjaan yang
ada itu membutuhkan jerih payah atau biaya. Contohnya seperti
usaha mengembalikan seorang budak yang melarikan diri, atau
menunaikan ibadah haji, atau menjahit baju, atau mengajarkan
disiplin ilmu tertentu, atau melatih keterampilan, atau juga
memberikan informasi yang benar. Jadi bila seseorang
mengembalikan kepada orang lain sesuatu yang sudah ada dalam
- kekuasaannya atau tanpa mengeluarkan jerih payah, maka dia
tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Soalnya dia sama sekali tidak
bersusah payah dengan usaha yang layak diberikan kompensasi.

Jika seseorang mengatakan, “Siapa yang menunjukkan
padaku dimana letak hartaku, maka dia akan mendapatkan
imbalan sejumlah -uang,” lalu yang menunjukkan harta itu adalah
orang lain yang tidak sedang menguasai harta itu, maka orang
tersebut berhak mendapatkan imbalan, karena hal itu biasanya
disertai dengan jerih payah. Menurut Al Auza’i, hal ini berlaku jika
terjadi setelah si pemilik harta memberikan imbalan, bukan
sebelumnya. Dimana tidak boleh ada ketentuan batas waktu
tertentu dalam akad jialah. Sebab bila seseorang mengatakan,
"Siapa yang mengembalikan barangku yang hilang sampai batas
waktu sebulan, maka dia berhak mendapatkan imbalan,” maka
hukumnya tidak sah, sebagaimana yang berlaku dalam akad
giradh. Karena, menentukan batas waktu tertentu itu merusak
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tujuan akad, sebab boleh jadi sudah ada usaha yang dilakukan
namun tidak berhasil. Sehingga dengan demikian usahanya
menjadi sia-sia, dan tidak mendapatkan imbalan apa-apa.

Jika seseorang mengatakan, “Siapa yang menunjukkan
padaku dimana letak hartaku, maka dia akan mendapatkan
imbalan sejumlah uang,” lalu harta itu ditunjukkan oleh orang yang
sedang menguasainya, maka dia tidak berhak mendapatkan
imbalan, karena secara syari'at hal itu sudah merupakan |
kewajibannya untuk. mengembalikan harta tersebut, oleh
karenanya dia tidak boleh menerima imbalan itu. Sama
masalahnya jika seseorang mengatakan, “Siapa yang menunjukkan
padaku dimana letak hartaku, maka dia akan mendapatkan
imbalan sejumlah uang,” lalu harta itu dikembalikan oleh orang
yang sedang menguasai harta tersebut yang memang berkewajiban
mengembalikannya. Tetapi masalahnya adalah, jika orang yang
berjasa telah menunjukkan atau mengembalikan tersebut bukanlah
orang mukalaf, maka dia berhak mendapatkan imbalan.

An-Nawawi telah memberikan sebuah fatwa -seperti yang
diceritakan oleh penulis Nihayah Al Muhtaj tentang kasus

- seseorang vang ditahan secara zhalim, lalu dia menyerahkan

sejumlah uang kepada seseorang yang dengan menggunakan
jabatannya atau lainnya bisa membebaskannya dari tahanan,
bahwa hal itu merupakan akad jialah vang diperbolehkan.
Menerima imbalan dari jasa seperti itu hukumnya halal. Demikian
pendapat yang juga dikutip dari beberapa ulama. An-Nawawi
berkata: Dalam masalah ini ada unsur jerih payah yang patut
diberikan imbalan atau kompensasi berupa upah, dan di zaman
kita sekarang ini hukumnya boleh jika misalnya ada seseorang
vang berurusan dengan pengadilan tetapi dia tidak sanggup
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mengemukakan argumen sehingga dia bisa ditahan secara
semena-mena, maka hal seperti itu hukumnya boleh.

Jika terkait dengan seseorang vyang sebenarmya kuasa
memberantas tindakan semena-mena, tetapi dia hanya mau
melakukan hal itu karena ada imbalan, maka menurut tradisi yang
kita ketahui sekarang hal itu hukumnya adalah suap.

Jika seorang pejabat penting sanggup menghilangkan
tindakan semena-mena yang menimpa seseorang, maka dia waijib
melakukan hal itu. Dengan demikian, akad jiakhnya tidak
berlaku. Karena hal tersebut tidaklah lepas dari imbalan yang tidak
wajib diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Pada hakekatnya nasehat dan amal itu menuntut terwujudnya
kebenaran yang diwajibkan terhadap setiap orang muslim,
sebagaimana yang difatwakan oleh An-Nawawi 4.

Sesungguhnya para ulama mengatakan, usaha keras
dengan mengerahkan jerih payah demi tercapai tujuan yang
dimaksud mewajibkan akad jialah. Menurut mereka, penjelasan
seorang dokter kepada pasien tentang resep obat yang harus
dikonsumsi adalah pekerjaan yang sepele, karena si dokter tidak
harus bersusah payah mengerahkan jerih payah, sehingga dia
tidak berhak menerima imbalan. Lalu bagaimana dengan seorang
pejabat yang punya wewenang menghilangkan kezhaliman atau
mewujudkan kemaslahatan hanya dengan mengeluarkan satu
kalimat saja tanpa harus bersusah payah, apakah halal dan dia
patut menerima imbalan? Pada dasamya qiyas pendapat madzhab
melarang hal itu. Setahu kami, dalam masalah ini tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan para ulama, berdasarkan pada
sabda Nabi & yang menyatakan,
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“Sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan sesuatu vang haram
Jjuga sudah jelas.”

Untuk keabsahan akad ji‘akh, disyaratkan hadiahnya harus |
ditentukan dengan jelas, karena hal itu merupakan imbalan. Sama
seperti upah dan mahar atau juga maskawin. Dan juga karena
jialah merupakan akad yang diperbolehkan lantaran sangat
dibutuhkan, jadi imbalannya harus jelas, berbeda dengan pekerjaan
atau jasanya. Lagi pula imbalan yang tidak jelas bisa mengganggu
bahkan merusak tujuan akad, karena seseorang yang akan
melakukan pekerjaannya menjadi tidak bersemangat jika
imbalannya tidak jelas. Kejelasan imbalan bisa diketahui dengan
melihat langsung jika itu berupa barang, atau dengan penjelasan
jika itu berupa tanggungan atau jaminan. Seandainya seseorang
mengatakan, “Siapa berhasil mengembalikan untaku yang hilang,
maka dia berhak memperoleh apa yang ada padanya,” dan yang
ada pada unta biasanya berupa tali kekang, pelana, dan barang-
barang lainnya, maka barang-barang itu menjadi milik orang yang
berhasil menemukan unta tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah mempersoalkan prihal penyifatan pada suatu
barang tertentu, karena para ulama melarangnya dalam akad jual
beli, akad jiarah, dan akad-akad lainnya.

Al Bulgini menyatakan: Hal itu berbeda karena ada unsur
keringanan, sehingga masalah ini tidak harus diperketat dan
diperberat, berbeda halnya dengan jual beli. Menggiyaskan hal ini
berarti sama saja mengesahkannya. Jika yang bersangkutan
mengetahui, maka dia berhak mendapatkan separuh bagian,
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.: meskipun dia tidak tahu letaknya. Ini merupakan satu di antara
tdua pendapat yang kuat. Qiyas yang dikemukakan oleh Ar-Rafi’i
~ dengan masalah menyewa seorang wanita untuk menyusui dengan
1 memperoleh separuh yang disusui setelah disapih, hal ini dijawab
_.dalam Al Kifayah, bahwa upah tertentu dimiliki karena adanya
f akad. Menjadikan hal itu sebagai bagian dari bayi yang disusui
¢ setelah disapih menuntut penangguhan kepemilikan. Sementara di
' sini hak kepemilikan adalah karena adanya pekerjaan yang
| sempurna. Jadi tidak perlu ada pertentangan terhadap tuntutan
akad, dan tidak ada suatu pekerjaan yang berlaku dalam
! persekutuan. Demikian yang dikemukakan oleh Ar-Ramii.

Cabang: Jika seseorang mengatakan, “Siapa memulang
kan ternakku yang hilang dari negeri anu, maka dia akan
memperoleh imbalan sejumlah uang,” lalu ada orang vang
memulangkannya dari negeri yang dimaksud tetapi dari jarak yang
lebih jauh, maka tidak ada imbalan tambahan karena kelebihan
jarak tersebut merupakan jasa yang dianggap suka rela. Jika
seseorang mengatakan, “Siapa memulangkan termakku vang
hilang dari negeri anu, maka dia akan memperoleh imbalan
- sejumlah uang,” lalu ada orang yang memulangkannya dari jarak
vang lebih dekat, maka dia hanya memperoleh imbalan sesuai
dengan jarak yang ditempuhnya saja. Sebab, imbalan harus sesuai
dengan jerih payah pekerjaan. Jika jarak yang ditempuh hanya
sebagian, maka imbalan yang diperolehnya pun juga sebagian.
Jadi kalau dia memulangkan terak tersebut dari separuh jalan,
maka dia hanya berhak atas separuh imbalan yang dijanjikan.

Jika kondisi jalan yang dilewati tidak sama, karena ada vang
sulit dan ada yang mudah, misalnya separuh jalan yang ditempuh,
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biayanya dua kali lipat dari separuh jalan yang mudah ditempuh,
maka orang yang bersangkutan berhak memperoleh dua pertiga
dari nilai imbalan, dimana jika jarak yang dia tempuh dari negeri
tersebut sama seperti yang dia tempuh dari jalur yang lain, maka
dia berhak mendapatkan imbalan vang disebutkan. dJika dia
memulangkannya dari negeri tertentu, lalu si pemilik melihatnya di
pertengahan jalan yang kemudian terjadi serah terima, maka dia
hanya berhak mendapatkan separuh imbalan saja.

Jika seseorang mengatakan, “Siapa yang memulangkan
dua ekor temakku yang hilang, maka dia akan memperoleh-
imbalan sejumlah uang,” lalu seseorang memulangkan hanya satu
ekor saja, maka dia hanya memperoleh separuh dari nilai imbalan
tersebut, baik harga dua ekor ternak itu sama atau berbeda.

Jika seseorang mengatakan kepada dua orang, “Jika kalian
berhasil mengembalikan dua temakku yang hilang, maka kalian
akan memperoleh imbalan sejumlah uang,” lalu jika salah seorang
mereka berhasil memulangkan salah satunya saja, maka dia berhak
memperoleh seperempat dari nilai imbalan, namun jika dia
berhasil memperoleh kedua-duanya, maka dia berhak memperoleh
separuh. Dimana jika kedua orang tersebut berhasil memulangkan
kedua ternak tersebut, mereka berhak memperoleh imbalannya |
secara penuh. ‘

Jika seseorang mengatakan, “Siapa yang pertama berhasil
‘mengembalikan dua termakku yang hilang, maka dia akan
‘memperoleh imbalan sejumlah uang,” lalu ada seseorang yang
berhasil memulangkan keduanya, maka dia memperoleh imbalan |
tersebut secara penuh.
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Jika seseorang mengatakan kepada masing-masing dari tiga
orang, “Kembalikan ternakku yang hilang, maka kalian akan
memperoleh imbalan uang satu dinar,” lalu mereka semua berhasil
memulangkannya, maka masing-masing mereka berhak
memperoleh sepertiga dinar. Ini dengan catatan kalau memang
masing-masing mereka ikut berjasa melakukannya sendiri, namun
jilka dia mengaku dibantu oleh dua orang temannya, maka dia
tidak memperoleh apa-apa, dan uang satu dinar dibagi oleh kedua
orang temannya tadi. Jika dua orang di antara mereka meminta
bantuan kepada yang ketiga, maka hanya dia yang berhak
menerima uang satu dinar itu. Sementara yang dua tidak berhak
menerima bagian sama sekali. Jika ada orang keempat yang
membantu mereka, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian
sama sekali.

Jika dalam masalah ini ada bantuan dari si pemilik, maka
masing-masing mereka memperoleh seperempat yang disyaratkan.
Jika salah seorang mereka dibantu oleh dua orang temannya,
maka masing-masing dari keduanya memperoleh seperempat yang
disyaratkan, dan bagi yang membantu dia memperoleh
separuhnya. Jika untuk salah satu di antara keduanya dijanjikan
imbalan yang tidak jelas, dan untuk masing-masing yang kedua
dan vang ketiga dijanjikan imbalan satu dinar, kemudian mereka
berhasil mengembalikan termak vang hilang, maka dia pun
memperoleh sepertiga upah yang layak, dan kedua orang
temannya memperoleh dua pertiga imbalan yang disebutkan.

An-Nawawi menyatakan, bahwa jika ternak berhasil
ditemukan bersama oleh dua orang, maka mereka berdua
bersekutu terhadap imbalannya, dan jika imbalan sudah ditentukan
untuk orang tertentu lalu dia dibantu oleh orang lain dalam usaha
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pencarian yang memang diminta membantunya, maka dia berhak
menerima imbalan tersebut secara penuh.

Di sini penulis An-Nihayah memberikan alasan, karena
tujuannya adalah harus mengembalikan kepada orang vyang
diwajibkan dengan cara apapun, dan itu sangat memungkinkan.
Jadi, redaksi kalimatnya tidak harus terbatas pada lawan bicara
saja, berbeda dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya
tentang seseorang yang memberi izin kepada orang tertentu yang
sebenarnya memiliki kemampuan, akan tetapi kemudian dilakukan |
oleh wakilnya, karena si pemilik sama sekali tidak memberikan izin
kepada sang wakil ini, dan orang yang ditunjuk tadi tidak
mendapatkan bagian apa-apa, kecuali bila dia menyatakan bahwa
lawan bicaranya harus mendapatkan upah. Dari ucapan mereka di |
sini, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Subki, boleh
hukumnya menunjuk wakil dalam hal menjadi imam atau mengajar
dan tugas-tugas lain yang menerima perwakilan. Maksudnya
adalah, meskipun tanpa adanya udzur yang jelas. Hal ini juga
berlaku dalam masalah wakaf, sebagaimana yang difatwakan oleh
Ibnu Abdissalam dan An-Nawawi.

Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, “Jika kamu |
berhasil mengembalikan barangku, maka kamu akan memperoleh
satu dinar,” kemudian orang tersebut kembali mengatakan kepada
orang yang lainnya, “Jika kamu berhasil mengembalikan barangku,
maka aku akan merasa senang kepadamu, dan aku akan
memberimu tip,” lalu kedua orang itu berhasil mengembalikan
barangnya, maka orang yang pertama memperoleh separuh dinar, |
dan orang yang kedua memperoleh separuh upah yang layak dari
jerih payah pekerjaannya.
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f ! Dilihat dari hukumnya yang wajib atau boleh, maka akad
| * ji alah terbagi menjadi tiga bagian:

g

_ Pertama: Ada yang berupa akad yang waijib bagi kedua
L belah pihak secara pasti, akad ini sama seperti akad jual beli,
- jarah, pesanan, shulh, hiwalah, musaqah, hibah kepada selain
“anak cucu setelah diterimakan, dan khulu’ Adapula yang wajib
bagi salah satu dari kedua belah pihak secara pasti, dan bagi pihak
+ vang lainnya menurut pendapat yang paling shahih, vaitu
=z pernikahan, sebab pernikahan itu wajib keberadaannya bagi pihak
wanita secara pasti, dan juga waijib bagi pihak suami menurut
pendapat yang shahih, sehingga kesanggupan sang suami adalah
menjatuhkan talak bukanlah fasakh.

Kedua: Ada yang merupakan akad wajib secara pasti dari
salah satu diantara kedua belah pihak, dan boleh juga bagi pihak
vang lainnya secara pasti. Contohnya seperti akad kitabah, gadai,
hibah dari ayah, kakek, dan seterusnya kepada anak, cucu, dan
seterusnya setelah diserah terimakan, dijamin, dan dibiayai.

Ketiga: Ada yang merupakan akad yang diperbolehkan dari
kedua belah pihak, seperti akad syirkah, wakakh, arivah, dan
wadi ah. Demikian pula dengan akad ji‘alah yang pekerjaannya
belum selesai.

An-Nawawi dalam Ar-Raudhah menyatakan, bahwa contoh
jialah adalah seperti ucapan seseorang, “Siapa yang berhasil
mengembalikan budakku yang melarikan diri atau untaku yang
tersesat, maka dia akan mendapatkan imbalan tertentu.” Ini adalah

akad yang sah karena memang dibutuhkan oleh umat. Rukunnya
ada empat:
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Rukun Pertama: Shighat yang menunjukkan adanya izin
untuk melakukan suatu pekerjaan dengan ada imbalan yang !
mengikatnya. Jika seseorang berhasil mengembalikan seorang
budak yang melarikan diri atau seekor ternak vang hilang tanpa
seizin dari si pemiliknya, maka dia sama sekali tidak berhak
mendapatkan imbalan, baik orang itu terkenal ahli mengembalikan |
barang-barang yang hilang atau orang biasa.

Jika misalnya seseorang berkata kepada si Zaid,
“Kembalikan budakku yang melarikan diri, maka kamu akan
mendapatkan imbalan satu dinar,” lalu yang berhasil
mengembalikannya adalah Umar, maka si Umar tidak berhak
mendapatkan imbalan, karena dia bukan orang yang ditunjuk.

Jika seseorang menunjuk orang lain dengan mengatakan,
“Kalau budakku yang melarikan diri berhasil dikembalikan oleh si
Zaid, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang,” lalu si |
Zaid pun berhasil mengembalikannya tanpa mengetahui izin
pemillik, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Jika
seseorang memberikan izin soal pengembalian tanpa menyebutkan
imbalannya, maka menurut pendapat yang kuat dan pendapat
yang sesuai dengan nash vang nampak, bahwa orang vyang
berhasil mengembalikan budak tersebut tidak mendapatkan bagian
apa-apa. Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan
para ulama madzhab Asy-Syafi'i. Sama seperti perbedaan
pendapat tentang kasus seseorang yang mengatakan, “Cucilah
pakaianku,” tanpa menyebutkan imbalannya.

Jika ada seseorang yang suka mencampuri urusan orang
lain dalam memberikan kesaksian bahwa si pemilik harta sudah
memberikan izin, sebaiknya kesaksian orang seperti ini tidak
diterima. Dia patut dicurigai karena hanya ingin omongannya
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& dipercaya. Tetapi penulis A/ Bayan menegaskan, bahwa menurut
F pendapat yang kuat, kesaksiannya itu bisa diterima.

' Rukun Kedua: Adanya dua orang yang terlibat dalam akad.
] Terkait soal imbalan, disyaratkan harus dari orang yang memiliki
hak mengelola harta secara bebas. Sementara terkait orang yang
I melakukan pekerjaan tersebut, boleh perorangan atau kelompok
t tertentu, dan boleh siapa saja.

: Rukun Ketiga: Adanya pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan
¢ vang tidak diperbolehkan dalam akad jarah karena tidak jelas,
‘ diperbolehkan dalam akad jialah karena memang dibutuhkan.
Menurut pendapat yang shahih, pekerjaan yang diperbolehkan
dalam akad jjarah juga diperbolehkan dalam akad ji‘alah. Misalkan
ada seseorang yang mengatakan, “Siapa yang berhasil
mengembalikan hartaku, maka dia akan memperoleh imbalan
sejumlah uang,” dan kebetulan harta itu sudah berada di tangan
seseorang lalu dia mengembalikannya, maka masalahnya harus
dirinci; jika untuk mengembalikan harta tersebut memerlukan jerih
payah, -karena berupa seorang budak yang melarikan diri- maka
dia berhak mendapatkan imbalan. Namun jika tidak, -karena
berupa uang beberapa dirham atau beberapa dinar- maka dia
tidak berhak mendapatkan imbalan, karena mengembalikan
sesuatu yang tidak memerlukan jerih payah itu sebenarmya tidak
layak menerima suatu imbalan.

Seandainya ada seseorang yang mengatakan, “Siapa
berjasa menunjukkan hartaku, maka dia akan memperoleh
imbalan sejumlah uang,” dan temyata harta itu sudah ada di
tangan seseorang yang kemudian mengembalikannya, maka dia
tidak berhak mendapatkan apa-apa, karena hal itu memang sudah
menjadi kewajibannya, sehingga dia tidak bisa menerima imbalan.
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